BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2017 SERI =.12

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)
KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon,
berimplikasi adanya perubahan nomenklatur Organisasi
Perangkat Daerah dan jumlah jabatan struktural pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur bidang, seksi
dan sub bagian serta perubahan tugas dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka perlu meninjau
kembali Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka penyusunan perubahan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (BPMPD} ke Dinas Pemberdayaan



Mengingat

: 1.

Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014-2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1930);
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664),;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);



Menetapkan :

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9,
Seri D.6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri
D.10);

32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 85, Seri D.34).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KE DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2014-2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang
Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;

Bupati adalah Bupati Cirebon;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas
mengelola anggaran dan barang daerah,;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat
daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pemerintahan
Desa;

Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko;

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang ada;

Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses
penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan
untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode
satu tahun;

Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara
terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah
untuk mewujudkan visi daerah;

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan



14.

15.

(1)

)

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau
jasa;

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra-SKPD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten
Cirebon adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2014-2019.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
RPJM, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan mengacu pada RPJMD
Kabupaten Cirebon, yang memuat isu strategis pembangunan
berdasarkan visi misi Bupati terpilih, kerangka ekonomi
daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang
pendanaannya bersumber dari APBD dan dana lainya baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang

memberikan arah sekaligus acuan bagi Satuan Kerja Perangkat



Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD]j
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud
untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tujuan penyusunan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten
Cirebon adalah :

a. Menentukan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Cirebon.

b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

c. Rencana Strategis (Renstra} Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 Memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau
Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD] ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten
Cirebon Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika

sebagai berikut :



Babl

Bab II

Bab III

Bab IV

10

PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra
SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten /kota, dan dengan Renja SKPD.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
SKPD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
SKPD  periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas SKPD yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra SKPD ini.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

Menjelaskan kinerja pelayanan masa kini, kelemahan
dan kekuatan internal, peluang dan tantangan
eksternal, rumusan permasalahan strategis yang
dihadapi masa kini, rumusan perubahan,
kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada
Tupoksi SKPD serta rumusan perubahan internal dan
eksternal yang perlu dilakukan.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan Visi SKPD, Misi SKPD,

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
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BabV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan tentang program
SKPD, program lintas SKPD, program lintas
kewilayahan dan pagu indikatif dan indikasi sumber

pendanaan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja
SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Tlll.

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 14 , SERI E.12



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)
2014 - 2019

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON




PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

R
SUMBE 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON
Nomor : ....... / Kep......... /DPMD/2017
Tentang

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD)
KE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Cirebon, berimplikasi adanya
perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat
Daerah dan jumlah jabatan struktural pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur
bidang, seksi dan sub bagian serta perubahan tugas
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka

penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra)



Mengingat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun
2014-2019, perlu diterbitkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
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11.

12.

13.

2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17
tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon
Tahun 2011-2031,;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9



Menetapkan

23

24.

25.

Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,
Seri D.7);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016,
tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

Cirebon.

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KE DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMDj
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019;

(2) Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan



dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016.

Pasal 2
Sistematika Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Tahun 2014-2019, meliputi :

Bab I . PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra
SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Babll : GAMBARAN PELAYANAN SKPD SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Menjelaskan kinerja pelayanan masa kini, kelemahan dan kekuatan
internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan
strategis yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan,
kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD
serta rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu
dilakukan.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan Visi SKPD, Misi SKPD, tujuan,



sasaran, strategi dan kebijakan.

BabV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan tentang program SKPD, program
lintas SKPD, program lintas kewilayahan dan pagu indikatif
dan indikasi sumber pendanaan.

Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 3

Perubahan RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada
tahun 2014-2019 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : ......... Februari 2017

%(EPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA¢
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. SURACHMAT
Penpbina Utama Muda
NIP.19%90401 198603 1 013




KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena
berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon
2014-2019 dapat terselesaikan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, berimplikasi adanya perubahan
nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah jabatan struktural pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perubahan nomenklatur bidang,
seksi dan sub bagian serta perubahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-
2019

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, merupakan penjabaran Visi
dan Misi Bupati Cirebon terpilih yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa
Barat dan Nasional dengan tetap memperhatikan nuansa kedaerahan.

Penyusunan Perubahan RENSTRA ini tentunya masih banyak kekurangan,
baik substansi maupun narasi yang tertuang, oleh karena itu kritik dan saran yang
bersifat membangun sangatiah kami harapkan. Mudah-mudahan Perubahan
RENSTRA ini dapat bermanfaat untuk Kita semua.

Akhirnya Kepada Allah SWT jualah segalanya diserahkan.

Sumber, Februari 2017

%PAM DINAS PEMBERDAYAA SYARAKAT DAN DESA#
BON,

P¢mbina/Utama Muda
NIP.19590401 198603 1 013



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran visi, misi, program
dan kegiatan serta sasaranftujuan yang hendak dicapai pada lima tahun
mendatang. Dinas PMD Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun sebuah dokumen
Rencana Strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon tetap
mengacu pada RPIMD Kabupaten Cirebon  2014-2019 yang merupakan
implementasi dari penjabaran visi dan misi pembangunan Bupati Cirebon. Sebagai
sebuah dokumen perencanaan, maka Perubahan Renstra ini memuat visi, misi,
tujuan, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Cirebon
untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Renstra berdasarkan pada kondisi lingkungan
strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2009-2014
periode sebelumnya. Juga beberapa isu strategis kemasyarakatan yang
melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renstra Dinas PMD ini yaitu :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi antara sekretariat serta bidang-bidang
lingkup Dinas PMD Kabupaten Cirebon masih belum maksimal;

2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

3. Kurang berperannya lembaga kemasyarakatan dalam menunjang kelancaran
pelaksanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan;

4. Kondisi sosial budaya masyarakat di Desa dan Kelurahan yang masih
memprihatinkan;

5. Terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dan kearifan lokal di Tingkat Desa dan
Kelurahan;

6. Lambannya pertumbuhan ekonomi di Desa dan Kelurahan sebagai akibat masih
kurang berperannya lembaga—lembaga ekonomi di Desa dan Kelurahan;

7. Kurang optimainya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna
dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

1



Memperhatikan isu—isu strategis tersebut, dirumuskan visi Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(Dinas PMD) Kabupaten Cirebon 2014-2019 adalah sebagai berikut : SEBAGAI
MITRA DAN PEMANDU MASYARAKAT YANG TANGGUH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GUNA TERWUIUDNYA MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN
SEJAHTERA (AMANAH)

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas
sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon , menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan
dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dalam
pembangunan

2. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan
potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi
Masyarakat

3. Mewujudkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan
sumberdaya desa.

4. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang bersih,
berwibawa, transparan dan akuntabel

vl

Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang
berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program
secara terpadu dan menyeluruh.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi DPMD Kabupaten
Cirebon Tahun 2014-2019 telah ditetapkan sebanyak 11 program dan 57 kegiatan
dengan dukungan dana yang disesuikan dengan kemampuan keuangan daerah.

it
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No.
XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian
diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi
sangat penting.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah diubah menjadi Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
disusun sebagai wujud komitmen jajaran Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi,
misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (RENJA)
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta
menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun
kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf bertanggungjawab pada
Kegiatan, eselon IV bertanggungjawab pada Program, dan eselon III
bertanggungjawab pada Kebijakan.

Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan
dalam kurun waktu tahun 2009-2014 telah memberikan hasil yang positif
dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan
evaluasi yang telah dilakukan bahwa pembangunan daerah Kabupaten
Cirebon selain berdampak positif juga berdampak negatif sehingga muncul



masalah baru dan masih tersisa berbagai masalah penting yang harus segera

diatasi.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka UU Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDes) telah disahkan oleh Presiden RI pada
tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia
No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Mei 2014. Undang
Undang ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 oleh Kabinet Kerja yang
dipimpin Presiden Joko Widodo.

UUDes merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang
memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan
desa untuk melaksanakan pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan UUDes akan berdampak luas dan karenanya berbagai aspek dari
implementasi UUDes perlu diperhatikan dengan seksama.

UUDes menyatakan secara rinci maksud dan tujuannya yaitu :

v Redistribusi keuangan negara kepada lapisan rakyat terbawah vyaitu
masyarakat desa.

v' Konsolidasi Anggaran Desa agar efisien dan mencegah kebocoran atau
korupsi akibat kebijakan anggaran yang sektoral dan parsial.

v Konsolidasi kelembagaan yang mengurus desa dari 14 Kementerian
sektoral menjadi 1 (satu) Kementerian Desa.

v Menempatkan Rakyat Desa sebagai subyek kemandirian agar berdaulat di
bidang politik, ekonomi dan berkepribadian Indonesia secara gotong
royong atau dengan semangat kesetiakawanan.

UUDes mengubah secara mendasar tentang :

Skema, alokasi dan besarnya Dana untuk Desa sebagai usaha membagikan
keadilan bagi rakyat desa di Indonesia yaitu : 72.944 Desa.

Jalur Birokrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
desa dengan memangkas jalur birokrasi yang panjang dan penuh
negosiasi, sektoral dan parsial menjadi pola satu Pintu perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa sehingga pembangunan
desa berjalan komprehensif melalui konsolidasi dana desa.

Penempatan rakyat desa sebagai subyek yang memiliki kedaulatan politik
terhadap desa dalam mengelola sumber daya desa, serta memulihkan ke
gotong royongan rakyat desa dalam pembangunan desa.



Dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UUDes,
secara tegas disebutkan bahwa tujuannya untuk memampukan desa dalam
mengelola pelaksanaan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa,
lembaga adat serta tata ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan selain dilaksanakan oleh struktur Pemerintahan Pusat, Propinsi,
Kabupaten/Kota juga dari Unsur Desa sendiri dan pihak ketiga.
Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu ada pendampingan sesuai dengan
kebutuhannya. Pemberdayaan Masyarakat Desa secara kontinyu (dalam
tahap tertentu) harus ada pendamping yang profesional yang berasal
dari Dinas (SKPD) juga dari Pihak ke III.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah
strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh
masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah di
jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat
didalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Pemberdayaan Masyarakat pada
hakikatnya memiliki dua aspek pokok yakni : (1) Meningkatkan
kemampuan masyarakat (fo give ability or enable) melalui pelaksanaan
berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kehidupan masyarakat
dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. (2) meningkatkan
kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara
proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (fo give
authority) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayan masyarakat berarti
memampukan dan memandirikan masyarakat, sedangkan Pemerintahan
Desa pada hakekatnya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan
kualitas pelayanan masyarakat. Untuk itu diperlukan Visi dan Misi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yang tepat dengan
memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka
Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



Cirebon 2014-2019, mengacu dan memperhatikan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon 2009-2014, yang
berorientasi kepada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang
dijanjikan pada saat kampanye sebagai calon bupati dan calon wakil bupati.
Visi dan misi bupati dan wakil bupati merupakan komitmen politik yang lahir
atas dasar keprihatinan bupati dan wakil bupati terhadap berbagai masalah
yang membebani masyarakat Kabupaten Cirebon. Pada dasarnya visi dan
misi bupati dan wakil bupati mengacu pada tujuan nasional yang
penuangannya disesuaikan dengan kondisi potensi dan permasalahan
daerah.

Visi dan misi bupati dan wakil bupati periode 2014-2019 ingin
mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon YANG AGAMIS, MAJU, ADIL,
SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH). Sesungguhnya visi dan misi
tersebut terintegrasi, holistik, dan multi sektoral yang perlu dijabarkan dalam
strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan,
kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Renstra Dinas
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan
Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana
strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan
Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis
dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan :

Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART,
yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan
program prioritas kementerian terkait;

Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih
dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan ‘sense of
ownership dari rencana strategis;

Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk
menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan
pembangunan dan penanaman modal;

Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai
tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan
perubahan apabila diperlukan;



» Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya
alam mencapai tujuan;

o Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk
mencapai tujuan pengembangan daerah;

« Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan
efektif.

Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon Tahun  2014-2019, berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950)
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010);

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4723);

11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725);

12) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



14) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585),

17) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4663);

21) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);



24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

27) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

28) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

29) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);

33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092);



34) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

35) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6)

36) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

37) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1);

38) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 - 2019.

39) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
2016 Nomor 9, Seri D.6);

40) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 46);

41) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 2016 Nomor 16, Seri D.7);

42) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon 2016 Nomor 61, Seri D.10);

43) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas
Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 85, Seri D.34).



1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk
memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh program dan
kegiatan untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Cirebon
guna kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan
dunia usaha didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah
yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon adalah :

1) Menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka menengah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;

2) Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dan pengelolaan keuangan daerah;

3) Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintahan daerah maupun
antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat;

4) Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi
dan misi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional;

5) Mewujudkan  keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan,
Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan;

6) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten guna
pencapaian sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.
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1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika

sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra
SKPD dengan RPIJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

BabII : GAMBARAN PELAYANAN SKPD SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPIMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama vyang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Menjelaskan kinerja pelayanan masa kini, kelemahan dan
kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan
permasalahan strategis yang dihadapi masa kini, rumusan
perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh
pada Tupoksi SKPD serta rumusan perubahan internal dan
eksternal yang periu dilakukan.

Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan Visi SKPD, Misi SKPD, tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan.
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Bab V

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan tentang program SKPD, program
lintas SKPD, program lintas kewilayahan dan pagu indikatif dan
indikasi sumber pendanaan.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPIMD

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPIJMD.
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2.1

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri.
D.7) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10). Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah, mempunyai Tugas Pokok sebagaimana tertuang dalam Bab III
Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang
Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, yaitu : merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi
dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas
Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

KEPALA DINAS

(1)

(2)

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

d.  Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana
strategis dan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;

b.  Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP),
target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

C.  Perencanaan dan pengendalian anggaran;
d.  Pengendalian urusan administrasi Dinas;

€.  Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pembangunan
di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di lingkungan
Pemerintah Daerah, Kecamatan dan instansi terkait;

f. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
dan

g.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab
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(3)

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan,
merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis,
mengkoordinasikan, = mengendalikan, serta  mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa.

SEKRETARIAT

(1)

(2)

3)

=

Sekretariat mempunyai fungsi :

Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
Dinas;

Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;

Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip
dan dokumentasi Dinas;

Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;

Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata
laksana/kerjasama dan hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsure staf) yang
melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian [ayanan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

Pengelolaan penyimpanan barang milik negara;

Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan
ekspedisi Dinas;

Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas
Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
tiap-tiap unit kerja;

Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
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(2)

(3)

[

Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan
pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai
serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai,

Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai,
Pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;

Pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) vyang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan,
kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi
kepegawaian di lingkungan Dinas.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

(1)

(2)

ot bl B (o B

2 3 - F

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
Penyusunan bahan rencana dan program Dinas;

Pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di
Dinas;

Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan
tiap-tiap unit kerja;

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan
evaluasi kinerja Dinas;

Pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran Dinas;
Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

Pemberian layanan administrasi bidang keuangan;

Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan
anggaran Dinas;

Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
Dinas;

Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/asset;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

15



©)

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan,
anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

(1)

(2)

(3

Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai
fungsi :
Perumusan rencana kerja Bidang;

Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan
perundang-undangan di bidang social, budaya dan kelembagaan
masyarakat desa;

Pengelolaan kegiatan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat
desa;

Pengoordinasian kegiatan sosial, budaya dan kelembagaan
masyarakat desa;

Pengelolaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial, budaya
dan kelembagaan masyarakat desa dan merumuskan langkah-
langkah kebijakan saran pemecahannya untuk dijadikan bahan
dalam penentuan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan
Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat
mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan sosial,
budaya dan kelembagaan masyarakat desa.

SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

(1)

Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan sosial;

Pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan sosial

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat
dan budaya;

Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
lembaga adat dan budaya;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen
pembangunan partisipatif masyarakat;
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(2)

(3)

Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pembinaan dan pengurusan sosial budaya
masyarakat.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

(1)

(2)

(3)

o

o a0

Seksi kelembagaan dan pelatihan masyarakat mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan tugas kelembagaan
masyarakat desa;

Pengelolaan urusan kelembagaan masyarakat desa;
Perumusan kebijakan teknis kelembagaan masayarakt desa;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh
Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan, pelatihan dan pengurusan
kelembagaan masyarakat desa.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

(1)

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan
mempunyai fungsi :
Perumusan rencana kerja Bidang;

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi dan
Pembangunan Desa dan merumuskan langkah kebijakan saran
pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan
Kepala Dinas lebih lanjut;

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan di Ekonomi dan Pembangunan
Desa;

Pengoordinasian kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Desa;

Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan
perundang-undangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa;
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(2)

(3

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan
mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan usaha
ekonomi dan pembangunan desa.

SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

(1)

(2)

(3)

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan fembaga keuangan
mikro perdesaan;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masayarakat;
Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan produksi dan
pemasaran hasil usaha masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan
pangan masyarakat;

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan
peningkatan ketahanan pangan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;

Pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama
teknologi pedesaan;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerja sama
teknologi pedesaan;

Pelaksanaan pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat
guna;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang usaha ekonomi masyarakat desa dan teknologi tepat guna.
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SEKSI PEMBANGUNAN DESA

(1)

(2)

3

Seksi Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya
pembangunan desa dan masyarakat;

Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan desa;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan
prasarana dan sarana perdesaan;

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pembangunan
prasarana dan sarana perdesaan;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
pengembangan pembangunan perdesaan bersama masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan
pembangunan desa;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pembangunan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan dan pengurusan Pembangunan Desa.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

(1)

(2)

0

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
Perumusan rencana kerja Bidang;

Penelaahan peraturan perundang-undangan dibidang
pemerintahan desa;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
Pengelolaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa;

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervise, pelatihan bagi
aparatur pemerintah desa, BPD, pengelolaan keuangan dan aset
desa;

Perumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan kuwu, perangkat
desa, BPD, keuangan desa, penetapan dan penegasan batas
desa;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang
Pemerintahan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(3)

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok
mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan dan pengurusan pemerintahan desa.

SEKSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN BPD

(1)

(2)

(3)

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Penyusunan rencana dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu
serentak dan memfasilitasi pemilihan kuwu antar waktu;

Fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum
mengenai perangkat desa dan pemberian nomor register perangkat
desa;

Fasilitasi dan memproses rancangan keputusan bupati tentang
pengangkatan dan pemberhentian kuwu;

Fasilitasi dan memproses rancangan keputusan bupati tentang
peresmian anggota BPD dan peresmian pemberhentian anggota BPD;

Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan
pendidikan bagi kuwu dan perangkat desa;

Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan
pendidikan bagi anggota BPD;

Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan fasilitasi kuwu dan perangkat
desa;

Pelaksanaan pembinaan, supervise dan fasilitasi BPD;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD (unsur pelaksana)
yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
di bidang pembinaan dan pengurusan kelembagaan dan perangkat.

SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN

(1)

Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan aset/kekayaan dan
keuangan desa;

Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan penghitungan besaran
alokasi dana desa dan dana desa dari APBN untuk setiap desa
berdasarkan data yang tersedia dan variable yang telah ditentukan;
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(2)

(3)

Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan verifikasi kelengkapan berkas
tukar menukar tanah kas desa;

Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan desa, sumber
pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan
system informasi keuangan dan aset desa;

Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan desa, sumber
pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan
system informasi keuangan dan aset desa;

Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, supervise dan fasilitasi
pengelolaan keuangan dan aset desa;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
keuangan dan aset desa;

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa;

Fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum
mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan
(unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan mempunyai
tugas pokok melaksanakan dan penyusunan kebijakan daerah di
bidang pembinaan dan pengurusan Kekayaan dan Keuangan Desa.

SEKSI BINA OTONOMI DESA

(1)

Seksi Bina Otonomi Desa mempunyai fungsi :
Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;

Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai daftar inventarisasi
kewenangan desa, penugasan sebagian pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten kepada Desa;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta
perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi
pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta
perubahan status desa, fasilitasi dan koordinasi pembuatan peta dan
batas wilayah desa;

Fasilitasi dan menangani penyelesaian permasalahan kedesaan dan
otonomi desa;
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(2)

(3)

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam upaya penyelesaian
permasalahan kedesaan dan otonomi desa;

Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kuwu;

Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai kuwu, perangkat
desa, BPD dan musayawarah desa;

Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pedoman
administrasi pemerintahan desa;

Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai penetapan dan
penegasan batas desa;

Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pengelolaan aset
desa dan keuangan desa;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Otonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina
Otonomi Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Bina Otonomi Desa mempunyai tugas pokok
melaksanakan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang
Pengembangan dan Pembinaan Otonomi Desa.

Susunan atau Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
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LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI CIREBON
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23

UPT

SUBBAGIAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN




2.2 Sumber Daya SKPD
Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas, membawahkan
2. Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat,
membawahkan :
a. Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat;
b. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
4. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan,
membawahkan :
a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
b. Seksi Pembangunan Desa.
5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan;
a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
b. Seksi Kekayaan dan Keuangan Desa;
C. Seksi Bina Otonomi Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan
dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang
mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Jumiah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah
sebanyak 30 orang, yang terbagi pada 3 Bidang dan Kesekretariatan. 2
(dua) bidang membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) bidang membawahi 3
(tiga) seksi, sehingga berjumlah 7 seksi serta 2 Sub Bagian di
Kesekretariatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Kepala Dinas (Eselon II) : 1 Orang
Sekretaris Dinas (Eselon 111 a) : 1 Orang
Kepala Bidang (Eselon IIIb) : 3 Orang
Kepala Seksi/Sub bag (Eselon IVa) : 9 Orang
Staf (Pelaksana) : 16 Orang
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Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan formal pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Cirebon umumnya cukup tinggi, hal ini ditunjukan oleh
banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu
sejumlah 8 orang dan strata 1 yaitu sejumlah 15 orang. Data selengkapnya

adalah sebagai berikut :

1. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

No. | Kualifikasi Pendidikan Jumlah (Orang)
1. S2 8
2. S1 15
3. D3 0
4. SLTA 7
5. SLTP 0
6. SD 0

Jumlah 30

2. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2017
berdasarkan Pangkat/Golongan :

No. | Pangkat/Golongan Jumlah (Orang)
1. IV/c 1
IV/b 2
Iv/a 4
2. IT1/d 4
III/c 3
III/b 5
IIl/a 4
3 II/d 0
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I1/c 0

II/b 6

II/a 1

4 I/d 0
I/c 0

Jumiah 30

3. Data Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tahun 2017 berdasarkan eselon :

No. Pejabat Struktural Jumlah (Orang)
1. | EsselonII 1
2. | Esselon III 4
3. | Esselon IV 9
Jumlah 14

4. Data Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tahun 2017 :

No. | Pejabat Fungsional ~ Jumlah (Orang)
1. Arsiparis 0
Jumiah 0
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2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 s.d 2016 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa, menerima alokasi anggaran sebagai berikut :

Anggaran selama 3 tahun (2014, 2015 dan 2016)

JUMLAH REALISASI
No TAHUN
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) (%)
1 2014 9,345,265,475 8,931,397,498 95,57
2 2015 8,812,014,121 8,580,700,830 97,38
3 2016 9,985,624,400 9,564,523,973 95,78
TOTAL 28,142,903,996 27,076,622,301 96,21

Secara umum anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa terdapat kenaikan sebesar 6,85% dari mulai tahun 2014 sebesar Rp.
9,345,265,475 dan Rp. 9,985,624,400 pada tahun 2016. Hal ini
menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon cukup
baik dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa di
Kabupaten Cirebon.
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Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon

Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target
Indikator
Lainnya

e
Ta Renstra SKPD Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

e —

Rasio Capaian (%) Tahun

Ke

1 2 3 4

5

1

2 3 4

1 2 3 4

(1)

(2)

{(3)

4)

(5)

(10)

(15)

(16) | (17) | (18) | (19)

(20

Meningkatkan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

Tersedianya kebutuhan penerangan
dan berfungsinya alat elektronik
perkantoran, komunikasi dan
koordinasi serta air bersih dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 tahun

(6) (7) (8) (9
5 5 5 5

(11)
5

(12) | (13) | (14)
3

100 60

100%

tersedianya kebutuhan pembayaran
pajak kendaraan bermotor roda 2
dan 4 dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun
dan tidak adanya tunggakan
pembayaran pajak tersebut

22 22 22 22

22

22

22

100 100

100%

tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

47 47 47 47

47

47

47

100 100

100%

tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

22 22 22 22

22

22

22

100 100

tersedianya kebutuhan instalasi listrik
untuk penerangan dan berfungsinya
alat elektronik perkantoran dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

12 12 12 12

12

12

12

100 100

100%

tersedianya kebutuhan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

20 20 20 20

20

20

100 100

100%

(satu) tahug

tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan|
dan Peraturan Perundang-Undangan
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

100 100
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100%

tersedianya kebutuhan biaya untuk
makan dan minum bagi para tamu
kedinasan dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

250

250

250

250

250

106

106

42

42

100%

terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu)
tahun

154

154

154

154

154

154

154

100

100

Meningkatkan akuntabilitas
|kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

terlaksananya pembangunan
gedung kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

100%

terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas roda 2 (dua)
dan roda 4 (empat) dalam
rangka menunjang pelaksanaan

keglatan pelayanan perkantoran
un

100

100%

selama 1 (satu) tah
terpeliharanya gedung kantor
secara berkala dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1
(

100

100

100%

terpeliharanya kendaraan roda 4
(empat) secara berkala dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100%

terpeliharanya kendaraan dinas
roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
secara berkala dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1
(satu) tahun

22

22

22

22

22

22

22

100

100

terpefiharanya peralatan gedung
kantor secara berkala dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

terlaksananya rehab sedang/berat
gedung kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

tahun

100
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Meningkatkan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

terpenuhinya kebutuhan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
bagi pegawai DPMD dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus
hari-hari tertentu bagi pegawai DPMD
dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran selama 1
(satu) tahun

100

Meningkatkan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

tersusunnya dokumen Standar
Operasional Prosedur (SOP) bidang
kepegawaian dan administrast
pemerintahan dalam rangka
menunjang pefaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

Meningkatkan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

100

tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD
dan LAKIP dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan
keuangan semesteran dalam
rangka menunjang pelaksanaan

kegiatan pelayanan perkantoran
un

100%

100

100

selama 1 (satu) tah
tersusunnya dokumen laporan
keuangan akhir tahun dalam
rangka menunjang pelaksanaan
keglatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan
capaian program dan kegiatan
triwulan dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan tahunan
dinas dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan dinas
dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran selama 1

100

100
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Meningkatkan akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

tersusunnya dokumen Rencana
Jangka Menengah (RENJA),
Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan
RENSTRA dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu)

100

100

100%

tahun

tersusunnya profil dinas dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran

Meningkatkan kapasitas
lembaga kemasyarakatan
desa dalam pembangunan

100

100

un
Meningkatniya jumiah LPMD/K yang
berpartisipasi aktf terhadap
pembangunan pedesaan

35

50

50

70

85

35

100

100

100%

Jumilah TP.PKK Desa/Kel, Yg aktif
dim melaksanakan kegiatan 10
program PKK

424

424

424

424

424

424

424

100

100

100%

Meningkatnya jumlah Posyandu
Purnama

461

538

615

692

769

729

738

158

137

100%

Jumiah desafkel. yang mendukung

bulan bakti gotong royong
masyarakat

424

424

424

424

424

424

424

100

100

100%

Meningkatnya jumlah KPM yang aktif
berpartisipasi dalam pemberdayaan
masyarakat

13

24

19

15

13

53

100

221

100%

Meningkatnya jumiah
pengurus/anggota LPMD/K dalam
perencanaan partisipatif
pembangunan masyarakat desa

50

32

67

32

32

25

50

219

Meningkatnya jumiah RT/RW
yang aktif membantu pemerintah

desa dim penyelenggaraan
urusan pemerintahan

45

34

20

10

90

150

200

441

100%

Meningkatnya jumiah pengurus/anggota
LPMD/K yg aktif membantu pemerintah
desa dim penyelenggaraan urusan
pemerintahan

39

39

39
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Meningkatkan perekonomian
masy. yg kuat melalui
pengemb. potensi Bumdes dan
Pengemb. Lembaga Ekonomi
Masyarakat

100%

Meningkatnya jumiah Bumcdes dan
kapasitas manajemen pengurus
BUMDES

47

30

40

40

40

13

175

28

583

100%

Meningkatnya jumlah kelompok
usaha yang terampil

10

13

130

Jumilah pelaky PNPM-MPd yang tertib

administrasi pd pelaksanaan proyek PNPM+

MPd

383

383

100

Jumiah kegiatan gelar teknologi tepat
guna tingkat provinsi dan tingkat nasional
dan meningkatnya inovasi teknologi tepat
guna untuk mengeksplorasi sumber daya
desa/kelurahan

100

100

Meningkatnya jumiah kelompok
usaha yg mampu mensejahterakan
ekonomi kejuarga

125

450

Meningkatnya jumlah kelompok
usaha ekonomi produktif

10

10

10

10

100%

Meningkatnya jumlah posyantek di
setiap desa,

100

100%

Jumilah anggota Tim Verifikasi Perguliran,
UPK dan Kasi Ekbang, serta BPD yang
aktif melestarikan hasil kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan

383

383

383

383

383

100

Meningkatkan pembangunan
desa, potensi desa, dan
sumber daya desa

100%

ingkatnya jumiah kel
masyarakat yg mampu mengoptimalkan
potensi sumber daya desa

212

212

250

118

100%

Jumiah desa yg mampu menyusun
RPIMDes dan APBDes

19

75

412

412

412

75

395

107

100%

Jumiah desa lokasi pelaksanaan TMMD
dan BSMSS

100

100

100%

Jumiah desa yg mampu memfasilitasi
pengaduan raskin

100%

Jumiah desa terbaik tingkat kabupaten
dan desa terbaik tingkat provinsi

100

100

100%

jumlah desa yang tertib administrasi
terkait dg pembangunan desa yg
bersumber dari bantuan provinsi dan

412

412

412

412

412

412

412

100

100

pusat
Jumilah kelompok usaha ekonomi lemah
yang terlatih

Meningkatnya jumiah desa/kel. yg
mampu memanfaatkan sumber daya
desa/kelurahan.

424

424

424

Jumiah desa yg memiliki batas desa sesuai
ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

924

424
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10

Meningkatkan kapasitas
aparatur pemdes yg bersih,
berwibawa, transparan dan
akuntabel

100%

Jumlah aparatur desa yg
berpartisipasi dim pembangunan
kawasan perdesaan

100%

Meningkatnya jumiah aparatur desa
yang mampu mengelola keuangan
desa

80

124

40

40

74

300

93

242

100%

meningkatrnya jumiah aparatur desa
yang mampu mengelola manajemen

70

30

39

30

80

114

100%

pemerintahan desa
Jumiah desa yg tertib administrasi
d ilihan kuwy

100%

124

70

75

124

100

meningkatiya jumiah desa yang
mermiliki profil desa/kelurahan yang
update

80

80

80

85

424

100

530

100%

meningkatnya jumiah anggota BPD
yang mampu mengelola

103

150

175

200

150

100

146

100%

pemerintanan desa
meningkatnya jumiah aparatur desa

yang mampu menyusun peraturan di
desa

70

70

70

72

78

58

124

83

177

100%

Jumlah desa yg mampu
menyelenggarakan pemilihan kuwy

124

118

85

85

124

100

100%

Jumiah desa yg tertib administrasi
dim penyelenggaraan pemerintahan
desa

42

412

412

412

412

412

412

100

100

100%

Jumiah kuwu yang dilantik

124

118

85

85

124

100

100%

Jumiah Raperbup yang dievaluasi

11

Meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintah kec. yg
bersih, ber wibawa,
transparan dan akuntabel

100%

Jumiah aparatur kecamatan yg
mampu membina aparatur desa

dim penyelenggaraan
administrasi desa

60

120

120

120

100

100
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Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.2

Kabupaten Cirebon
No, Uralan Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio (%) antars Realisasi dan ran Tahun ke- Rata-rata Pertumbyhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran | Realisasi
1 2 3 4 5 5 7 ri 5 10 11 12 13 I7] 15 1§ 17 F73 Fr3
BELANJA DAERAH 8,812,014,121 9,985,624,400 8,580,700,830| 8,981,187,189 97 90 13 (8)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,606,946,000 2,899,662,000 2,634,791,293| 2,634,791,293 101 o1 11 (10)
BELANMIA LANGSUNG 6,205,068,121 7,085,962,400 5,945,909,537| 6,346,305,896 96 90 14 N
1. {Program Pelayanan Administrasi 620,564,943 443,198,100 545,057,787 349,832,226 88 ™ (29) (10)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 187,690,400 165,800,000 128,586,787 89,458,526 69 54 (12) (21)
[AIr dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 7,200,000 7,599,000 4,556,000 6,942,100 63 o1 6 a4
{Perizinan Kendaragn
Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,500,000 20,795,600 22,500,000 20,795,600 100 100 (8) 0
tPenyediaan Barang Cetakan dan 7,000,000 29,150,000 27,000,000 29,150,000 100 100 8 0
iPenagandaan
Ipenyediaan Komponen Instatasi Listrik/ 1,250,000 2,500,000 1,250,000 2,500,000 100 100 100 [
{Peneranqan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 259,684,543 90,000,000 246,975,000 86,000,000 95 [T (65) []
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 18,120,000 14,910,000 17,120,000 14,910,000 94 100 (18) 6
iPerundang-undangan _
Penyediaan Makanan dan Minuman 30,140,000 27,063,500 30,140,000 27,063,500 100 100 (10) 0
[Rapat-rapat Koordinas! dan Konsultasi ke 66,980,000 85,580,000 66,930,000 72,812,500 100 [3 % 15)
| {Luar Daerah
2. [Program Peningkatan Sarana dan 538,271,304 235,276,500 512,907,000 227,646,500 96 97 (56) 1
Pengadaan Kend Dinas/Operasional 275,400,000 0 263,990,000 0 96 0 (100) (100)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 109,357,304 123,812,500 106,822,000 123,112,500 o8 99 13 2
jPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 102,564,000 102,564,000 94,248,000 95,634,000 92 3 [ 1
{Dinas/Operasignal
IPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 10,800,000 8,900,600 10,800,000 8,900,000 100 100 (18) []
Gedung Kantor
Rehabilitasi be lung kantor 37,150,000 0f 37,047,000 ] 100 [] (100) {100)
3. {Program P gl Disiplin A ta 28,585,000 9,735,000 27,885,000 9,735,000 98 100 {66) 3
{Pengadaan Pakaian Dinas beserta 23,635,000 9,735,000 22,935,000 9,735,000 o7 100 (59) 3
Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-harl 4,950,000 0] 4,950,000 o] 100 0 (100) (100)
Kapasitas Sumb. 0 40,000,000 of 38,700,000 ] o7 100 100
Penyusunan Standar Operasional Prosedur [} 40,000,000 0 38,700,000 o o7 100 100
Bid . Ki vaian/ISO
P [ Py bang: 64,255,500 71,511,000 64,255,500 70,426,600 100 o8 11 (2)
:m Pelaporan Capaian Kinerja dan
sun 11,500,000 15,000,000 11,500,000 15,000,000 100 100 = ]
7,755,500 7,755,500 7,?55,5ﬂ 7,755,500 100 100 [ 0
5,000,000 7,755,500 5,000,000 7,755,500 100 100 55 0
15,000,000 15,000,000 15,000,000/ 14,315,600 100 95 1] (5)
9,000,000 10,000,000 9,000,000, 10,000,000 100 100 11 0
16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,600,000 100 o8 o (3)
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§ |Program Pengembangan Sistem 33,000,000 65,000,000 32,167,600! 65,000,000 97 100 57 3
{Perencanaan Seitoral
Penyusunan Dokumen Perencanaan 12,000,000 40,000,000 11,168,000 40,000,000 93 100 233 7
[Seldoral
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 11,000,000 15,000,000 10,999,600 15,000,000 100 100 3% 0
l{RKA) SKPD
| __IPenyusunan Pembuatan Profil Badan 10,009,000 10,000,000 10,000,000, 10,000,000 100 100 o 0
7 [Program Peningkatan Keberdayaan 1,320,981,408 2,303,145,200 1,308,469,700|  2,291,030,200 09 (2] 74 0
Orientasi Pengurus LPMD/K 104,852,800 380,350,000 101,852.500! 378,500,000 100 100 263 {0)
Fasilitasi Penguatan TP. PKK 571,734,972 572,660,000 565,318,500 568,630,000 ) ) ° o
Fasiitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal 118,010,036 476,000,000 115,371,800 474,770,000 98 100 303 2
i
Fasilitasi Bulan Bakt Gotong Royong Masyarakat 242,693,900 200,000,000 241,276,500 196,220,000 99 o8 {18) (1)
)
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat 58,085,000 380,000,000 56,045,000| 379,370,000 96 100 554 3
110,420,700 136,000,300 110,420,700 129,685,000 100 100 18 o
115,184,000 164,135,200 115,184,000] 163,855,200 100 100 2 ©)
910,191,100 1,233,025,200 877,070,100 778,400,200 26 63 3 (34)
Pelatihan Keterampllan Manajemen Badan 73,615,000 406,625,000 61,195,000 383,380,000 83 [ i3] i3
Usaha Milik Desa
Pelatihan Keterampilan Usaha Industri 251,866,850 0 251,491,850 0 100 0 (100} (100)
[Kerajinan
Pembinaan Administrasi Proyek PNPM 340,109,250 0 334,679,250 1] o8 [] (100) (100)
Mandiri Perdesaan
[Getar Teknolog| Tepat Guna Tingkat 160,000,000 244,010,000 98,212,000[ 216,980,000 98 7] 144 o)
Provinsi dan Nasional
iPemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga 74,600,000 178,650,600 61,492,000 178,049,200 82 100 139 21
idan Usaha Sektor Informal
|Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi 70,000,000 70,000,000 70,000,000 1] 100 [] ) (ﬁa‘}—
(Posyantek)
Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas 0 333,739,600 [) 333,042,600 [ 100 100 100
ikelembagaan pengelolaan program PNPM-
MPd
¥ |Prog [ Partisip. 640,210,522 1,534,216,000 £70,022,050| 1,425,689,770 89 o3 140 a
Masyarakat dalam Membangun Desa !
[ dompok Masyarakat 0 769,484,000 o] 254,460,000 o o4 100 100
Pelk Musy Pembangunan 60,894,800 234,732,000 48,361,000 223,932,000 79 o5 785 T
{Desa
Fasittasi TMMD dan BSMSS 203,368,272 430,000,000 162,533,600] 425,695,270 80 % 11 74
Penyelenggaraan Perlombaan Desa 247,081,250 450,000,000 225,991,250 286,782,500 100 86 o8 [57))
Fasliitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam 148,866,200 150,000,000 133,136,200] 134,820,000 [T %0 i 3
Pembangunan Desa
10]Program P Kapasitas Aparatu 1,894,432,000 1,075,992,000 98
Pening P \p ’ o8
| Pemerintah Desa 1,856,422,400( 1,056,713,000 (43) o
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 153,832,000 300,992,000 351,454,0001 300,632,000 98 100 ™ 1
!Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 700,000,000 250,000,000 700,000,000f 247,584,000 100 (] (64) m
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
{Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang 116,980,000 a 116,580,000 0 100 [ (100) (100)
Fasilitasi Pemilihan Kuvwu
Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 189,000,000 200,000,000 176,954,400 192,870,000 94 96 ) 3
{Penguatan Kapasitas Badan 175,720,000 100,000,000 162,950,000 91,660,000 93 92 [75)) Y]
Permusyawaratan Desa
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Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa 26,000,000 100,000,000 26,000,000 99,300,000 100 99 285 [T8)

dalam Bidang Penyusunan Peraturan di

Desa

Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan 350,000,000 of 341,904,000 0 o8 a (100) (100)

Pemifihan Kuwu

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang 107,900,000 100,000,000 105,180,000 100,000,000 97 100 @ 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa

Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih 75,000,000 | ?5,000.00!:' 0 100 0 (100} (100)

Fasilitasi Penyelesalan Masalah Keds d of 25,000,000 of 24,667,000 [ 99 100 100
1 {Program Peningl Kapasitas Aparaty 157, 344 74,863,400 96

Pamerintah Kecamatan ST 151652400 72113400 % 52 °

Forum Fasiltasi Pengelolaan Administrasi 157,576,344 74,863,400 151,652,400} 72,113,400 98 96 (52) 0

Desa bagi Fasilitator Kecamatan
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa kabupaten Cirebon selama 2 tahun berjalan sejak tahun 2015 sampai

dengan 2016 antara lain adalah sebagai berikut :

1.

Peran dan fungsi Kelembagaan yang ada di Masyarakat belum optimal
dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.
Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Cirebon belum mencapai kepada
perekonomian yang kuat.
Peningkatan pembangunan Desa, potensi Desa dan Sumberdaya
Desa/Kelurahan belum menunjukkan hasil yang optimal.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan belum
sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan belum secara optimal dalam
pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

kabupaten Cirebon dalam 3 tahun mendatang, yakni 2017-2019 antara lain
adalah sebagai berikut :

1.

Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa untuk
maju;

Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para
pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan
perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;

Tersedianya potensi Desa dan sumberdaya Desa untuk peningkatan
pembangunan Desa;

Adanya kemauan yang keras bagi aparatur pemerintahan Desa untuk
dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;

Adanya upaya terstruktur dan sistematis bagi aparatur kecamatan dalam
membina aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa.
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BAB III1. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Cirebon
tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan
tersebut antara (ain :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya
partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan
desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses
keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik,
kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program
pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD
dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum
optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di
perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat
menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang
ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan
desa dan anggota kelembagaan masyarakat.

3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya
kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa,
perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi
kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang
masih rendah.

4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai,
masih adanya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak
mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai
PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.
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3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPIPD dan
memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil
Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk
tahun 2014-2019 adalah : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang
agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

Misi pertama, Meningkatkan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan
pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

Misi Kedua, Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia
yang sehat, berbudaya, beriimu, dan berketrampilan melalui pembangunan
pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan

Misi Ketiga, Mendorong pemerataan pembangunan
tematik/sektoral  dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia

Misi Keempat, Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar
berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan
komuniti)

Misi Kelima, Mewujudkan standar  hidup layak masyarakat
mel;alui  pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat
dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram
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3.3

Misi Keenam, Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem
birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai
tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas DPMD terkait
dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi DPMD berkontribusi
langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 6 (enam) yaitu Mewujudkan
tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem
berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN)

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa
Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional
maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa
Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah

ini :
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No

Sasaran Jangka
Menengah Renstra
K/L

E Permasalahan
Pelayanan OPD
Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa

yg cenderung
meningkat

Jumiah penduduk miskin

Kurangnya SDM yg
berkompeten
dibidang-bidang
tertentu

DPMD Prov.Jabar
mrp OPD yg
melaksanakan
misi 5 bidang
pemberdayaan
masy. Dan desa
dg peran
pengembangan
kapasitas

pemerintahan
desa bersama
pemerintahan
kabupaten/kota
dalam rangka
penguatan daya
saing desa dan
pembangunan
perdesaan.

Meningkatnya
Kapasitas
Kelembagaan
Masyarakat

Meningkatnya jumlah
pengangguran.

Kurangnya data base
perkembanga n desa
sebagai bahan
perencanaan.

DPMD

Provinsi Jawa
Barat
merupakan OPD

yang
melaksanakan
urusan wajib
pemberdayaan
masyarakat dan
desa,
menerapkan
pola
pemberdayaan
masyarakat dan
pemerintahan
desa yang
spesifik, holistik
dan
komprehensif,
dalam rangka
mewujudkan
masyarakat
berdaya,
bersinergi dan
mencapai hasil
yg optimal

Pemantapan program
nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri
perdesaan (PNPM-MPd)

Migrasi penduduk desa
ke perkotaan

Belum optimalnya
prasarana pendukung
utk melaksanakan
sefuruh tupoksi secara
computerise

Program
pemberdayaan
masy. Dan desa
scr kelembagaan
ditangani dari
pusat oleh
direktorat
perkotaan dan

perdesaan

Bappenas,
direktorat
Jjenderal
pemberdayaan
masy. Dan desa
sampai daerah
yakni prov.

| Sampai
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3.4

kabupaten/kota,

yg bersinergi dan
berorientasi scr
berjenjang.

4 Meningkatnya pengembangan | Kecenderungan Memudamya rasa Adanya dukungan
pemberdayaan adat dan menurunnya budaya gotong| kebersamaan, sumber dana utk
sosbud masy. royong pd masy.desa dan | kekeluargaan, dan menjalankan visi,

perkotaan yg diindikasikan | persaudaraan sbg bangsa | misi dan Tupoksi
oleh rendahnya tingkat Indonesia yg dicirikan dari| DPMD
partisipasi dan : (a) menurunnya
keswadayaan masy. Dim integrasi social masy, (b)
pembangunan. menurunnya semangat
dan jiwa gotong royong
Masyarakat dalam
pembangunan desa dan
kefurahan berdasarian
asas
Kebersamaan dan
keanekaragaman, (c)
menurunnya peran
lembaga-lembaga
kemasyarakatan dalam
perencanaan, (d)
menurunnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan

5 Meningkatnya Usaha Belum optimalnya kinerja Kesinambung an Adanya
Ekonomi Produktif pemerintahan Desa dan program yang masih komitmen
Masyarakat Desa Kelurahan fluktuatif setiap tabun, bersama antara

pimpinan dan

staf untuk

melaksanakan

tupoksi dengan
baik.

6 Meningkatnya Pengelolaan Lemahnya tingkat Program kegiatan
Sumber Daya Alam Dan Ttg | keberdayaan lembaga berlokasi desa belum

kemasyarakatan yang ada
di Desa dan Kelurahan.

bersinergi antar OPD di
Jawa Barat.

Lemahnya pengelolaan
Profil Desa dan Kelurahan
sebagai bahan
penyusunan perencanaan.

Kapasitas masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan
relative masih rendah

Belu seluruhnya Sekretaris
Desa menjadi PNS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan

Undang-Undang Nomor

32 tahun

2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berkewajiban
untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan
atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau
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program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan
hidup.

Penyusunan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah
kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2014-2019 merujuk pada perumusan hasil telaah lingkungan
hidup strategis. Adapun isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon
adalah adanya kerentanan bencana alam, keterbatasan dan deplesi sumber
daya alam, belum optimainya penerapan prinsip- prinsip lingkungan hidup
dalam aktivitas pembangunan, belum adanya upaya mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan iklim global, adanya laju kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya, adanya kebijakan tata ruang
wilayah Kabupaten Cirebon yang belum dijabarkan ke bentuk rencana tata
ruang yang lebih operasional dan rencana sektor yang berkesesuaian dengan
kebutuhan dalam pengembangan tata ruang.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola

pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan
dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan
potensi sumber daya yang ada.
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang
mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan
kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana
wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah
Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi
sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem
jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh
daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem
jaringan prasarana lainnya.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana
susunan  kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah
Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang
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membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu
dalam wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi
peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa
berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola
ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui
penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten
beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama,
sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan; Penataan
ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra
pertanian, industri dan pariwisata sebagai pendukung PKN Cirebon yang
berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan
kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan Penataan
Ruang meliputi:

. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan terpadu dengan strategi
meliputi :
Meningkatkan akses jalan dari sentra industri ke pusat pemasaran;

. Mengembangkan kawasan agropolitan;

. Mengembangkan kawasan minapolitan; dan

. Mempertahankan luas pertanian tanaman pangan dan perikanan sebagai
basis perekonomian kabupaten



b. Pengembangan kawasan industri, agroindustri, serta industri kecil dan

mn

d

m

mikro sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan
strategi meliputi :

Mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri di
bagian tengah hingga bagian utara;

Meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri
menengah;

Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

. Pengembangan wisata agro dan wisata religi dengan memanfaatkan

potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan
budaya dengan strategi meliputi :

Mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya,
wisata bahari, dan wisata alam; dan

Mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan
kawasan wisata.

. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah

dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan dengan strategi meliputi :

Meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer,
PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
Meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building
Coverage Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB);

Mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;

Mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung
lingkungan dan penduduk; dan

Memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.

. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan

fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi :

Mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan
fungsinya;

Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung;
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dan
3. Melestarikan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya.

f. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem
perkotaan dengan strategi meliputi :

1. Menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar
tingkat pelayanan penduduk

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara dengan strategi meliputi :

1. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar
kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan;

2. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak
terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga
yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya
terbangun; dan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset
pertahanan dan keamanan.

KABUPATEN

INDRAMAYU | N\

“Pertumbuhan
ekonomit>
4 (kawasan
s Plumbon

KABUPATEN |
MAJALENGKA J

} KABUPATEN KUNINGAN
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Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana
struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana
sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari
sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki
beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi
(PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp
adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL.

Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun
peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

a PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan
pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut,
perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan,
pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan
hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN;

Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp);
Pabedilan;

Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

b. PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama
sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan
industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial,
pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan
kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN;

Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp);
Mundu;

Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

¢ PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat
pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya
sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi,
pertanian, pariwisata, industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan
pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi
Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun;
Kedawung; dan Gunungjati

d PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai
sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan,
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pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan,
perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya,
pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN;
Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon
(PKLp); Kiangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

e. PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai
kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah
perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri,
pendidikan tinggi, pelayanan sosial, dan fungsi penunjang PKN.

Wilayah pelayanan PKL Arjawinangun meliputi Kecamatan Kapetakan
(PKLp); Susukan; Kaliwedi; Gegesik; Panguragan; Suranenggala; dan

Ciwaringin.

P ee——

aamua n
—————

Gambar 4.2.

Peta Struktur Ruang Kabupaten Cirebon
(Sumber : Bappeda Kab. Cirebon, 2011)

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi
semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di
berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran
dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta
sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIPD)
serta rencana pembangunan lainnya.

Isu strategis pertama, yang paling menonjol adalah adanya alih
fungsi lahan dimana proporsi lahan tidak terbangun semakin menyempit.
Hal ini sebagai konsekuensi karena wilayah Kabupaten Cirebon
merupakan tujuan investasi terutama aktivitas pembangunan perumahan,
industri, dan perdagangan. Alih fungsi lahan juga merambah pada
kawasan lindung seperti wilayah sempadan sungai, sempadan pesisir,
situ, dan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi). Dampaknya
berupa penyempitan lahan pertanian, berkurangnya resapan air, dan
menurunnya kualitas lingkungan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah
perkotaan adalah 30%, dimana pemerintah daerah (publik) bertanggung
jawab menyediakan 20% dan 10% oleh pihak swasta atau masyarakat.
Tata ruang wilayah merupakan bagian penting dalam upaya konsolidasi
penggunaan lahan. Tata ruang wilayah menjadi panduan dalam
pengembangan wilayah. Namun, permasalahan pengembangan wilayah
berbasis penataan ruang menghadapi berbagai kendala, yaitu belum
adanya penetapan wilayah berdasarkan kondisi rinci atau detail ruang;
pengembangan wilayah tampak tidak beraturan, tidak membentuk pola;
belum adanya sistem pengelolaan ruang; belum optimalnya pengendalian
pemanfaatan ruang.

Isu strategis yang pertama ini harus direspon secara cepat oleh
DPMD dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan
acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga
ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara
bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai DPMD terhadap RTRW dan
perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu strategis kedua, berkaitan dengan semakin meningkatnya
konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan
lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan
investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk
maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Cirebon
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terutama terjadi pada berubahnya fungsi fungsi sawah menjadi fungsi
permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya
mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya.
Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun
dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan
lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Cirebon,
khususnya dalam lingkup wilayah Ciayumajakuning, maka kondisinya yang
semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten
Cirebon. Kondisi ini menuntut DPMD untuk semakin kreatif dalam
merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap
lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk
kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu strategis ketiga, yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya
aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata ruang
dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan
sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk
meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk
meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat
mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Cirebon
seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, DPMD perlu menyusun
rencana pemberdayaan dan pembangunan kawasan perdesaan yang lebih
berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi
saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah
pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri serta lokasi
pembuangan sampah akhir yang belum memenuhi persyaratan kesehatan
lingkungan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air,
maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat
di sekitar kawasan industry dan kawasan pembuangan sampah. Demikian
pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan
peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini
dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti
erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi
dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan
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aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas
pertanian di Kabupaten Cirebon. Semakin banyak jaringan jalan yang ada,
maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya
lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat
mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya
air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat
mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang
ditinggalkan.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka
Bappelitbangda perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang
ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi
SDM di DPMD tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya
perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu
melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi
juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan
berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang
lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga
kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup
semakin penting.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dalam mendukung kebijakan pengembangan
struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

1. Akses transportasi yang kurang mendukung yang diakibatkan karena
jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup
banyak (412 desa dan 12 kelurahan), serta tingkat kemacetan lalu
lintas yang cukup besar, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk
dapat mengembangkan desa-desa terutama di wilayah pembangunan
Cirebon bagian timur.

2. Pengembangan dukungan anggaran untuk infrastruktur desa-desa
terutama yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi lain
masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan untuk
wilayah desa tersebut.
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3.5

Adapun sebagai faktor pendorong dalam mendukung kebijakan
Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Cirebon yang difasilitasi oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Budaya gotong royong masyarakat yang cukup besar terutama dalam
pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga memudahkan
program-program pemerintah dalam mengembangkan desa

2.  Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan diri dan
lingkungannya lebih berkualitas, sehingga program-program yang
diluncurkan untuk masyarakat mendapatkan dukungan yang baik.

Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan
internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan
kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Cirebon dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang
menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang
diprioritaskan selama tiga tahun ke depan (2017-2019) untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan
dalam periode Renstra dapat dilihat pada table 3.1, sedangkan strategi
berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah
sebagai berikut :

Strategi S-0O

1) Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam
bergotong royong dan berswadaya.

2} Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan
masyarakat yang didukung dengan anggaran pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan
yang partisipatif.

3) Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan
desa yang sudah baku.

4) Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk
mendukung program-program bantuan dari pusat dan provinsi.
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Strategi W-O

1)

2)

3)

Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung
program bantuan dari pusat dan provinsi.

Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang
partisipatif.

Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya
gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa
dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T

1)

SDM aparat yang berkomitment tinggi dan berpengalaman dalam
tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang
tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana
desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga
miskin.

Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan
desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T

1)

2)

Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem
informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan
prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program
peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur
perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.

Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM
aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta
masyarakat desa.
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BAB 1V. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan
serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan
suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Cirebon, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional,
regional maupun lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa

pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral yang tidak
dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan sebagai pengawal yang tangguh
dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna
mencapai visi Kabupaten Cirebon.
Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Cirebon menetapkan Visi sebagai berikut : “MEWUJUDKAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEBAGAI MITRA DAN PEMANDU
MASYARAKAT YG SINERGIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAHAN DESA
MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL,
SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH) ™

Untuk memperjelas visi sasaran yang hendak diwujudkan, maka
diberikan pengertian terhadap variabel tersebut di atas sebagai batasan
operasionalnya, yaitu:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai mitra
dan Pemandu masyarakat terkandung makna bahwa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan segala kelebihan dan
keunggulannya memposisikan diri (positionery) sebagai mitra masyarakat
yang mampu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
pembangunan dengan lebih mengedepankan pelayanan prima kepada
masyarakat dan tidak menonjolkan perbedaan antara aparat dan
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masyarakat, tetapi lebih bersifat sebagai katalis pembangunan yang mampu
menghantarkan masyarakat kepada kondisi yng lebih baik.

Sinergis dalam penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan pemerintahan desa
mengandung makna bahwa aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa harus menjadi aparat yang handal , profesional, dalam memfasilitasi,
memberi arah, menggerakkan dan mendorong atau memotivasi masyarakat
dalam pengelolaan pembangunan yang menjadi bagian dari pembangunan
Jawa barat dan Nasional yang merupakan satu kesatuan gerak dari seluruh
pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan akademik
sehingga mampu menjadikan masyarakat berdaya dalam menghadapi
segala macam kegiatan dan menyelesaikan persoalan pembangunan dan
kemasyarakatan serta Pemerintahan Desa.

Menuju Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil,

Sinergi dan Sejahtera (AMANAH) mengandung makna :

Agamis : Suatu kondisi kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara yang belandaskan pada pengamalan nilai-nilai
agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur
pemerintah yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia.

Maju : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis,
produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing nasional dan
global berdasarkan kemampuan, keunggulan, dan
ketangguhan yang didukung oleh potensi dan
ketersediaan sumberdaya yang berorientasi pada
pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi, dan
berdaya guna.

Adil : Suatu kondisi masyarakat memiliki kesempatan yang
sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil
pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sinergi : Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian
dari pembangunan Jawa Barat dan Nasional yang
merupakan satu kesatuan gerak dari seluruh pemangku
kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan akademik.
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Sejahtera : adalah kondisi terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya
secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki
rasa aman, damai, dan tenteram.

Dengan visi tersebut di atas, diharapkan dapat menjadikan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai pemandu

yang tangguh guna mencapai visi Kabupaten Cirebon.

Sebagai pemandu di dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
Cirebon, maka terdapat harapan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsinya,
sebagaima tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun
2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa.

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Cirebon
menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai selama kurun waktu 2014-2019.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu
organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat
terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur
pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan
mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta
hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah
ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran
yang diharapkan.

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai
organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak dalam organisasi, lebih jauh
pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna
memperlihatkan kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh organisasi yang
merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang
berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap
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sumber daya yang terdapat di Kabupaten Cirebon dalam segala bidang, guna
menyiapkan masyarakat yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera Hal
tersebut akan dicapai dengan menciptakan dalam aktivitas pendidikan,
kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan pembangunan
infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada,
memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas
lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun
perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta
mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan
cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah
diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business)
berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar
wilayah, melalui pengembangan agribisnis yang ditunjang oleh
pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.
Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan
dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1) Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dalam
pembangunan;

2) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan
potensi Badan Usaha Milik Desa dan Pengembangan Lembaga Ekonomi
Masyarakat;

3) Mewujudkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan
sumberdaya desa;

4) Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang
bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

5) Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
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Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang
berkaitan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa akan tercipta
suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat
mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan
ditetapkan, maka DPMD Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal
yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,
serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran
adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga
merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai,
sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPMD Kabupaten
Cirebon yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah peningkatan kapasitas
lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan, peningkatan
perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Badan
Usaha Milik Desa (BumDes) dan pengembangan Lembaga Ekonomi
Masyarakat lainnya, peningkatan pembangunan desa, potensi desa, dan
sumber daya desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang
bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel, dan peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah kecamatan yang bersih, berwibawa, transparan dan
akuntabel. Perumusan tujuan dan sasaran DPMD Kabupaten Cirebon tahun
2014-2019 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut :
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Misi Pertama : Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan desa dalam pembangunan

JTujuan

1. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan

2 Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta
pengembangan sosial dan budaya masyarakat

Sasaran

1. Terlatihnya pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan di desa (LPMD,
KPM, RT/RW, PKK, Posyandu)

2. Terbinanya Pokjanal Posyandu

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat melalui
pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan
Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

Tujuan

1. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat desa

2. Mengembangkan potensi BumDes dan lembaga ekonomi masyarakat
lainnya

Sasaran _
1. Terlatihnya pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

2. Meningkatnya aset SPP eks PNPM-MPd
3. Meningkatnya penerapan TTG di desa

Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa,
dan sumberdaya desa.

Tujuan
1. Meningkatkan pembangunan desa
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Sasaran
1. Meningkatnya jumlah desa yang berstatus desa swasembada

2. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu perencanaan
pembangunan desa

Misi Keempat : Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa yang bersih, berwibawa,
transparan dan akuntabel

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD
2. Meningkatkan tertib tata kelola kekayaan dan keuangan desa
3. Membina kemandirian dan otonomi desa

Sasaran
1. Terlatihnya aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan desa

2. Terlatihnya aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
3. Meningkatnya jumlah desa mandiri

Misi Kelima : Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kecamatan

Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan
pendamping desa dalam membina penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan desa

Sasaran
1. Meningkatnya kapasitas kasi pemerintahan kecamatan dalam

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
2. Meningkatnya kapasitas kasi ekonomi dan pembangunan kecamatan
dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
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desa

3. Meningkatnya kapasitas pendamping desa kecamatan dalam
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah pelayanan DPMD lebih
lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini :
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

NO | TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1(2015) | 2(2016) | 3(2017) | 4(2018) | 5 (2019)
e @) [©) 0! (5) (6) @) (8) 9)
1 | Meningkatkan Terlatihnya Jumilah TP.PKK Desa/Kel. Yg 424 424 424 424 424
kapasitas pengurus/anggota aktif dim melaksanakan
lembaga lembaga kegiatan 10 program PKK
kemasyarakatan | kemasyarakatan di
desa (LPMD, KPM,
RT/RW, PKK,
Posyandu)
Meningkatkan Terbinanya Pokjanal | Meningkatnya jumlah 461 538 615 692 769
partisipasi dan Posyandu Posyandu Purnama
swadaya gotong
royong
masyarakat
serta
pengembangan
sosial dan
budaya
masyarakat
Meningkatnya jumiah 400 550 600 650 700
Posyandu Mandiri
Jumlah desa yang KPM nya 42 252 50 34 34
dilatih
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Jumlah desa yang 69 160 61 61 61
pengurus/anggota LPMD nya
dilatih
Jumlah desa yang pengurus 102 74 120 58 58
RT/RW nya dilatih
Meningkatkan Terlatihnya Jumlah BumDes yang aktif 47 30 40 40 40
produktifitas pengurus/pengelola
ekonomi Badan Usaha Milik
masyarakat desa Desa (BUMDES)
Mengembangkan Jumiah BumbDes yang dilatih 50 175 98 50 49
potensi BumDes
dan lembaga
ekonomi
masyarakat
lainnya
Meningkatnya Jumlah desa yang 2 2 2 2 2
penerapan TTG di menerapkan TTG
desa
Meningkatnya aset | Jumlah aset SPP dan UEP eks 45 Milyar 50 Milyar 55 Milyar 60 Milyar 65 Milyar

SPP dan UEP eks
PNPM-MPd

PNPM-MPd
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BPD yang mengikuti
pelatihan

- Meningkatkan Meningkatnya jumlah | Cakupan desa berstatus 10 10 10 10 10
pembangunan desa yang berstatus | swasembada
desa desa swasembada
Meningkatkan Terlatihnya aparatur | Jumlah kuwu yang mengikuti 412 412 412 412 412
kapasitas desa mengenai pelatihan
aparatur pengelolaan
pemerintah desa | keuangan desa
dan BPD
Meningkatkan Terlatihnya aparatur | Jumlah Sekdes yang mengikuti 412 412 412 412 412
tertib tata kelola | desa dalam bidang pelatihan
kekayaan dan manajemen
keuangan desa | pemerintahan desa
Membina Meningkatnya jumlah | Jumlah Bendahara Desa yang 412 412 412 412 412
kemandirian dan | desa mandiri mengikuti pelatihan
otonomi desa
Jumlah pengurus/anggota 412 412 412 412 412
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Jumlah desa yang tepat waktu 115 206 136 0 0
dalam penetapan Perdes dan
APBDes
Meningkatkan Meningkatnya Jumlah kasi pemerintahan 40 40 40 40 40
Kapasitas SDM | kapasitas kasi kecamatan yg mampu
Aparatur pemerintahan membina aparatur desa dim
kecamatan dan | vecamatan dalam | penyelenggaraan
zgggampsng pembinaan administrasi desa
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan desa
Meningkatnya Jumlah kasi ekbang 40 40 40 40 40
kapasitas kasi kecamatan yg mampu
ekonomi dan membina aparatur desa dim
pembangunan penyelenggaraan
kecamatan dalam | administrasi desa
pembinaan
penyelenggaraan

pemerintahan dan
pembangunan desa
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Meningkatnya
kapasitas
pendamping desa
dalam pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan desa

Jumlah pendamping desa
yg mampu membina
aparatur desa dim
penyelenggaraan
administrasi desa

40

40

40

40
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4. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1)

2)

Strategi pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Cirebon dirumuskan untuk mencapai visi-misi yang telah
ditetapkan. Strategi pembangunan Dinas PMD tersebut terdiri dari :
Peningkatan kapasitas lembaga organisasi kemasyarakatan perdesaan,
Peningkatan kualitas lembaga dan organisasi masyarakat di perdesaan
diarahkan pada :

e Peningkatan keterampilan dan kualitas lembaga, organisasi
masyarakat di perdesaan
« Peningkatan keterampilan masyarakat di bidang peran dan pengurus
LPMD/ K .
e Peningkatan pengetahuan dalam proses peran partisipatif
pembangunan masyarakat desa
» Peningkatan peran KPM dalam pembangunan .
» Peningkatan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan desa/
kelurahan
e Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan adat
dan budaya di pedesaan.
Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
melalui peningkatan pendapatan, adalah mengembangkan potensi usaha
melalui badan usaha milik desa dan pengembangan lembaga ekonomi
masyarakat dalam peningkatan keterampilan masyarakat di pedesaan
berupa pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberian bantuan bagi
usaha mikro, kecil dan menengah.
Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga ekonomi perdesaan diarahkan
pada :
o Meningkatnya optimalisasi ketersediaan ruang untuk aktifitas
ekonomi
e Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur
perekonomian yang efisien serta sarana dan prasarana dasar
perekonomian yang berkualitas.
e Peningkatan nilai tambah dan produktivitas produksi hasil pertanian,
pengembangan, pendalaman struktur dan penguatan hubungan
kemitraan antar industri dan pendukungan infrastruktur industri.
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¢ Pengembangan UKM yang mampu berdaya saing baik dipasar lokal

maupun internasional.

e Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar

lokal dan regional

e Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah serta

memberikan kemitraan Usaha swasta serta mikro kecil dan menengah

di perdesaan.

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mencapai peningkatan pembangunan desa, potensi desa dan
sumber daya desa/kelurahan yang berkualitas guna peran dan fungsi
masyarakat desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa kelurahan
di segala bidang terutama menyangkut pembangunan prasaran dan
lingkungan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka pembangunan secara
berkelanjutan guna pengembangan kawasan perdesaan di pedesaan melalui
data dasar keluarga, potensi desa, pemeliharaan hasil pembangunan dan
optimalisasi sumber daya desa secara akurat dan optimal.
Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan diarahkan pada :

e Penataan pembangunan desa/kelurahan yang didasari oleh prakarsa

masyarakat di pedesaan

e Peran partisipatif masyarakat dalam pengembangan pusat

pertumbuhan antar desa

e Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelembagaan guna pusat

kawasan terpadu perdesaan.

o Peningkatan pembangunan desa melalui data dasar keluarga, potensi

desa dan tingkat perkembangan desa diarahkan pada

¢ Tercapainya peningkatan administrasi dan pembangunan desa.

o Tersusunnya buku profil desa secara benar dan berkelanjutan.
Peningkatan pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar
lebih lestari dan berdaya guna diarahkan pada :

o Terfungsikannya unit pengelola lingkungan (UPL) di perdesaan

e Terbinanya unit pengelola sarana (UPS) dan kelompok pengguna

sarana (KPS) di pedesaan

o Tergeraknya masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan.
Pengelolaan dan optimalisasi sumber daya desa melalui partisipasi dan
analisis kawasan terpadu diarahkan pada :
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4)

« Terlaksananya perencanaan pembangunan partisipatif dalam
musyawarah pembangunan masyarakat perdesaan

« Tercapainya peningkatan kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam
membangun desa

« Terkoordinirnya program penanggulangan kemiskinan antar OPD dan
tercapainya efektivitas penyaluran raskin

o Tercapainya petumbuhan pusat pengembangan perdesaan yang
memiliki potensi andalan dan produk unggulan.

Penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi sumber daya desa/kelurahan
secara akurat dan optimal diarahkan pada :

» Peningkatan hasil pembangunan desa baik fisik ,administrasi dalam
perlombaan desa

» Peningkatan pembinaan pada desa/kelurahan yang berprestasi

Peningkatan jumlah aparat desa yang terlatih dan berkualitas

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat
ditingkatkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
berwibawa, transparan dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja aparatur
pemerintah untuk memenuhi fungsi pelayanan bagi masyarakat Kabupaten
Cirebon yang efektif.

Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan
dan akuntabel tidaklah mudah karena berkaitan dengan seluruh
stakeholders di Kabupaten Cirebon. Masyarakat sebagai pengawas
diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut. Pemerintah selaku abdi
masyarakat dapat menjalankan amanah masyarakat dengan tertib
adminstrasi, tertib keuangan dan pertanggungjawaban. Diarahkan pada :

e Peningkatan kuwu dan perangkat desa yang terlatih guna
peningkatan kinerja aparatur pemerintahan untuk memenuhi fungsi
pelayanan publik.

o Peningkatan aparatur pemerintahan desa dalam bidang
penyelengaraan  manajemen pemerintahan desa dan bidang
pengelolaan keuangan desa.

e Peningkatan aparatur pemerintahan desa dalam  bidang
pembangunan kawasan perdesaan.

e Pembangunan dibidang kepegawaian pemerintahan desa dapat
dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah berupa
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pendidikan dan latihan, bimbingan rohani dan pemberian insentif
berbasis kinerja.

Kebijakan
Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi,

misi, sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan

kebijakan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas, peran dan fungsi Ilembaga
kemasyarakatan.
Aktivitas dan kreativitas lembaga desa, dan lembaga kemasyarakat Desa
merupakan modal dasar untuk mendorong pemerataan pembangunan
sektoral dan kewilayahan, yang merupakan Misi ke-3 Kabupaten Cirebon
2014-2019

2) Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang ekonomi
untuk mendorong kesejahteraan melalu peningkatan pendapatan
masyarakat.
Badan Usaha Milik Desa merupakan wadah pengembangan ekonomi
masyarakat pedesaan dalam rangka menciptakan sinergi pembangunan
antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha,
akademik, dan komuniti) yang merupakan Misi ke-4 Kabupaten Cirebon
2014-2019

3) Menumbuhkan semangat inisiasi, kemandirian dan gotong
royong dan partisipasi masyarakat
Aktivitas dan kreativitas lembaga desa, dan lembaga kemasyarakat Desa
merupakan modal dasar untuk mendorong pemerataan pembangunan
sektoral dan kewilayahan, yang merupakan Misi ke-3 Kabupaten Cirebon
2014-2019 .

4) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa/Kelurahan
Kapasitas aparatur desa/kelurahan yang berkualitas merupakan aspek
yang sangat strategis guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa,
dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem
birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang merupakan Misi ke-6
Kabupaten Cirebon 2014-2019.
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5) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kecamatan dan Pendamping Desa

Kapasitas aparatur kecamatan dan pendamping desa yang berkualitas
merupakan aspek yang sangat strategis guna mewujudkan pengelolaan
pemerintahan kecamatan, dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat
dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara
yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang
merupakan Misi ke-6 Kabupaten Cirebon 2014-2019.
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BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

(lihat di Excel)
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel 5.1

KABUPATEN CIREBON
Wit
Program Dats Capaian Pada SKPD
No Sasaran {Outcome) dan Kegiatan Awal
Pars Tahun 1 Panang
4 ) {2014) Yarget 3 gung
n 3 r3 i 1 =
1 rouram Peioyers sdviwiad mm 620,565,000 620,565,000
Moyt o Ve 1
Tersadiarye a2 Input + Jumiah dena 187,690,000 187,690,000 187,690,000 187,000,000
perarargen da Outpyr  : Tersedianya kebituhany 5 Rekening 5 100% 5 1003 H 5 100% 5 5
nerirgs v ol orh
siekirnk. Py st elekironk
by perkantorarn, komunbast
omuribs 1 dan koardinasi serta ok
eoordmas serta
- m:kam Iersih dalam rangka
rarcks menunjang
menurrg Kegistan pesyanan
peldksanan perkantoran stiema 1
gt whn
eatarire Outcime - 3 Kenin 3 0% 5 0% B 5 100% 5 5
weiama - e pegawsl DFMD daiam
rangia pervyelesalan
pelaksanaar kegiatan
Iy 0 | Input + Jumish dana 7,200,000 100% 7,200,000 1008, 7,600,000 100% 8,000,000 100% DPMD
o aitels
Qutpyt - Wreedianya kebutuhen n Unit 2 100% z 10G% n z 100% 2 F-3 100%
sk kenchraen ey
bermoly rodn 2 ‘rendaraan bermotor mda
v 4 calom 2 den 4 daern rangka
e menunjang peloksanan
g fngiatan peiaymnan
nm;:w perkantocan selams 1
:Jm {satu) tehun dan tidek
perkartorae adanya unggakan
ana 1 ot permbayara passh
et Gutcama | Meninghatga vepuman | 22 Unit = % R = B Too% = =
broghan pegawal DFMD dalom:
petrbavarar rangka
ajs tarsatid pelaksanaa kegiata
» 12 Input + Jumish dana 22,500,000 100% 22,500,000 100% 25,000,000 100% 100% 28,000,000 DPMD
(bt
iy bt Butplat a7 Jenis 47 1% Lz 1008 47 100% 47 100% 47 47
ko rerhs ‘s kantor clatarm
g gk merunjang
pelaksanaan kegiatan
Lapioter
i ety
2 N
L | ) (Outcame - Meningkatnya kepussan 47 Jenis 47 100% 47 1009% 47 47 100% 47 47
e fangka pervrelesaien
pelasanaar kegiatan
zm-w 1n Input - Jumiah cana 27,000,000 27,000,000 29,500,000 33,000,000 DPMD
etk nen
er v et Outpyt 2 Jbnis 2 100% n 100% 2 2 100% 2 2
P Barang cetsan dan.
i rangka dalerm
menrgrg rangka merunjong
peisktansy peleksanaar kegiatan
2‘:’:;", swinern {_isabo)) tabu
L i Outcame - wrggrﬁ' 2 Jenis 2 100% 2 100%, 2 z 100% n 2
rargha peryelenser.
gk g
12 Input  Jumizh dane 1,250,000 1,250,000 2,500,000 4,000,000 DPMD
Qutput - Fdaakibiien 12 Bufan 12 100% 12 100%. 12 12 100% 1z 2
etaia otk Uik
pREneangEn dan
Darfungeinya st ekkronk:
parkandoran delem ry gy
e g pesaksarean
sagidan
parkanionan wsma 1 (se)
20
Outcame  : Meningkatnya 12 Bulan 2 100% 2 100%. 12 1z 100% 2 1z
pegawal DFMD dalam
; N
st peisksanasn kegistan
;:hmm Maringkatrva ket s 13 Input : Jamish dana 159,885,000 259,685,000 250,000,000 210,000,000 DPMD
LA
Peralatan dory Outpyt - tersedianya kebubuhan. 0 Janis 20 100% i) 100% F-J P 100% 20 20
Periergka.an Peralstan dan
Kartr ddam
el s pelayanan pesiurtoran
gt iama 1 tahun
pelar —. 1L
perkaneron OQutcome . Meningkatnya kepuasan ot Jenis 20 100% 20 100%. 0 W 100% 20 n
seiagh | (st pegawal DPMD daiam
wrun rangka peryelesaisn
pelsksanasr kegiotar.
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i L Z[67] 2 |87] or | 06] 15 |Penyusunan | Input + Numish dans 15,000,000] 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000 79,500,000| DPMD A
PETE | copatr program cn (Pelaporan (G et - Ty aokmen 4 Dokumen 0% 3 100% 4 1% 4 100% 4 100% i 0%
puirplai prog capean poran capein program:
i dsse kegiatan rivan selama Program dan don kegiatan rivaian
arge moredang | 4 {stu) tabun v
pomtoaroar hegiatan dalern ranghs menungng
AT Dy Triwulanan pelaksanaar kegietan
vi,\.MsE...,.ﬁr pelayanan pekantoren
siama 1 (sak) tehun
Outceme - menngkatnra 4 Dokumen 4 100% 4 106%, 4 100% 4 100% 4 100% % 100%
dantabitas eporan
capsalan program dan
leegiatan triwulan selama
L faab tab
v 2100 2 or| x| 06| 16 |Penyusunan [input - Jumish daa 9,000,000 9,000,000 10,000,000 10,000,000 11,500,000 13,000,000 53,500,000/ DPMD -
e e | bnan dines selme | Bpoan e mmsya domen 1 Dokumen | 1 105% 1 106% [R>S 1 100% 1 0% 1 100%
ior vl prieriine twhunan dinas| porm tahran dines
s
rarat o [ 0 1 daiam rangka menuniang
et e an seama peisksanaar kegistan
vt pelayanen perkantoran
selama 1 (eatu) tabun
Qutcome  : meningiatnya 1 Dokumen 1 180% i 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
dantabiitas mporan
tehurien dines selama |
{3p01) AN :
s i S8 B 2)67| 2 [97| o1 | 06| 17 |Menitoring | Input - Jumish dana 16,000,000 16,000,000 16,000,000/ 16,000,009 17,500,000 19,000,000 84,500,000| DPMD .
= dan Evaluasi
i [rosn s b g o Dekumen 2 100% 2 106% 2 100% 2 100% 2 100% H 100%
oo Kegatan g
sk e dinas e purh ahce o ekank s
g, ey aran {zany)
| pars o oor o e
e Ouscama - "erhanys surcee H Dokumen 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 2 200%
Toaaatan dins soma | {5k} !
Py
o]z |or|ec|er o - 33,000,000 33,000,000 70,000,000 56,000,009 78,500,000 88,000,000 325,500,000
e e st S
e remgamategeriein | 2 f@r] 2 [or| o [o7| of [Penyusran —[input + Mumish dans 12,000,000 . 12,000,000 45,000,000 30,000,000 50,000,000 55,000,000 192,000,000 DPMD
iy s s o Perencanasn | Cutpul | 3 Dokumen 3 100% E] 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
e o, e
s a
raogea menumirg Rencana Kerfs Jn:ﬁ.nu..whﬂ- .....
s (RENJA) Dar ool o o
gt oo et b
[ —" Perjanjian ;
s v e Outcame - e anvs “energan 3 Dokumen 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
(PERKIN) S Py Sk
seama 1 G
s |ennghatye T1067| 2 |[97[ 0% | 07| 62 | Penyusunan |Input - Jumish dana 11,000,000 11,000,000 15,000,000 16,000,000 17,500,000 20,006,000 79,500,008 DPMD
. per A - 4
‘dolarnen 1 1
o ?.ﬂﬂ..ﬂﬁ.us pi Output - Srsusnm 1 Dokumen 1 180% 1 100% 1 100% 1 100% 100% 100%
s | Anggar Kegial fencans Keglatm
ik urir: celams 1 (satu) tahun Anggaran Anggaran (RKA) SKPO
et v (RKAJSKPD ealam ranga menurjeng
v e an ot pelaksanaar kegiatan.
A pelsyanan perkantoran
selama | (satu) thun
Outcame  : meningkatrrya 1 Dokumen 1 0% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
Surtabiitas penyusLna
Rencana Kegistan
Anggaran (RKA) SKPD
ey
e wr T|a7| 2 07| 08| 07] 03 |Benyusunan |Input - Jumish dana 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000 54,000,006( DPMD | ri-
norir u!-!lt.l! Eﬁnsni 2 Cutput - Brssamyaprofi dnes | 1 Dokumen 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
vk soris Profil dinas dsiorn enungang.
e s o | curasi data dan profil rangia
et s | sl 1 (cat) ﬂ!-!#iﬁ.
T [l perkantoran
seloma | (satu) tahun
-
|Outcome - meningkatnya 1 Dokumen 1 100% 1 100% 1 109% 1 100% 1 100% 1 100%
Suntzbites kinerje.
TPMO dalarn beni
saurasi dats dan profl
dinas selams 1 (sabu)
iy
Misi ke 2 ; Meninol b sisnber day sia yang sehat, berftmu dan lakyi pemb. dan
{Misi ke 4 ; Menciotakan sinerai pen secarn uh antar berbasai dugin s Ioaninit)) o
2fo7] z jer| ot 15| frogeanPwinghita: . apaston 1,320,980,636 2,791,795,000 2,907,150,000 3,431,800,000 3,900,000,000 14,351,715,636
Derdesaan et claom pernbangunan
Termtiyyas | urkh e veg . 2 o7l 2 97| ox | £5| 05 |Orientasi Input 2 Jurmish dana [] b 164,853,000 390,000,000 [ [] [ ] 494,853,000| DPMD
o LMD | (ki
MO Kot Terster o bem 16 0% ™2 100% 0 % [ (3 ] % az 100%
pengurusfaiggota
LPMDC
N 9 Dess 1 180 100% /2 100% o % ] 0% [] 0% 412 0%
PR fAagEka LMD e
dhisth

75
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19 |

Terioksananys | Ranish desa yang FHED Monitoring, Input 1 Jumish dana [] 107,900,000 385,169,000 150,000,000 250,000,000 330,000,000 1,223,089,000| DPMD | *ab.
monitE g, dimoner ek Clreton
| evene: den pelaporan Cutput |+ Terlaksaneryn Desa 412 100% 412 1009, 412 1o 411 100% 412 100% 42 100%
peiaporn tentang fasiitas oniterng, evaksasi dan
| penpeiengganay {senyeienggers pelmporan
 adiistras =
e desn intatvn dess
Outcame = Jemish dsd yarg shroree Desa 412 100% 412 1004 13 100% 412 100% 413 100% 442 100%
Tecfasdtssinya | 3umish desa yong [3] ar| ot | 18] 20 | Fasilitasi Input = Jumish dana [ [] 50,000,800 55,000,000 65,000,000 85,000,000 755,000,000 BPMD | <
penyciessien | cfmstitas Jeasiant o Corgon |
eaisn Gutpyt - Terlasiitasinys Desa o 0% a1z 1004 413 100% 412 100% 412 100% 412 100%
knclesaan edesssn penyeiesaian masalsh
kedesaan
Oulcome = Jamidh o= org Basiie Desa [] 0% 412 100% a1 100% 412 100% Lit] Wo% 412 100%
Tecisksananys | dmish kuwu yang o7 oy | ot | 18] 21 |Pengesahan | Input 2 Jumish dana (] 75,000,000 L] 175,000,000 150,000,000 150,000,000 550,090,000 DPMD | "
pengesaien | itk dan - Cirsfon,
dan peientikan an Outpat 3 1.“!!;’ 124 100% L) lu 118 100% [ 0% ? 0% M2 100%
o) eyl kuwis terpilih pelantkan ks terpith
Outrame = Jumish kuwu yang K 124 100% [] 0% 118 100% [] 0% (] 0% M2 100%
Terevshumsrye | umish Rapertup 1ang [ 7| o | 18| 22 |Evaluasi Input = Jumigh dena ] [] 53,500,000 60,000,000 75,000,000 90,000,000 280,500,000| DPMD | *b.
e apa dewms! Perbup -
Perbup tg wntang Qutpyt 3 Terevahiasinga penergpan| Raparbup ] % 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 12 100%
pemenih by Ferbup g oemerintah
= o -
|Outcame = Jumish Raparbup yang Raparbup L % 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 12 100%
11 ‘Misi ke 8 ¢ Mewujudian tatanan sistem birokrasi menuju sistem b [ vang bersih dan bebas korupsi, kelusi dan nepotisme (KXN)
[ Knpesitas Surmber
Deya h--:n @ 07| ot [ 20|  [Fmorem P S i 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 ¥87,880,000]
‘pendasmping dess e P e
TerfasiRpeiys | Lenisn sporstur hacwsata, o7 97| ot | 20] 93 | Forum Input = Jumiah dana 0 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 787,880,000 DPMD | *ob
pengeloien |t g s fosilitasi Ciretion
Proioarlill Fusertimsid cickan [GUPGE : o w0 100% 2 100% o PO e 0% i 100%
dess bagt m;:’;‘:w’ & e Kecamatan dan
Fasllitaor desa bagi desa bagi fesitator Pendamping Desa.
fasifitator
[kecamal®n  [Gutrame 1 Jumish chs ecomata Apaens T 20 100% ) 100% 120 W% 120 100% 126 100% 120 100%
<o cervmping 3 v Fecamekan dan
L. 2 meiibing iy
ki Predderping Duet
et 860 A
Sumber, 2017

Kepaia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon,

Pembina Utama Muda

NIP. 19590401 198603 1 013




*

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 sebanyak 11 (sebelas) Program,
sebagai berikut :

. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

v bW e

. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral

. Program Peningkatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

© o N o

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

1

o

.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

11.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

Program Lintas SKPD
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Sektoral
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan

Program Lintas Kewilayahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
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Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

Rencana Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut :
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Kebijakan Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) )
No Program/ Kegiatan - 2015-2019 Urusan
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 9 10 11 12 13 14 15

1 | Program Pelayanan 620,565,000 623,910,000 571,220,000 587,000,000 625,860,000 3,028,555,000
Administrasi
Perkantoran
Kegiatan :

1) | Penyediaan Jasa 187,690,000 187,690,000 | 187,000,000 187,000,000 187,000,000 936,380,000 Non
Komunikasi, Sumber Urusan
Daya Air dan Listrik

2) | Penyediaan Jasa 7,200,000 7,600,000 7,900,000 8,000,000 8,360,000 39,060,000 Non
Pemeliharaan dan Urusan
Perizinan Kendaraan

3) | Penyediaan Alat Tulis 22,500,000 25,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 132,500,000 Non
Kantor Urusan

4) | Penyediaan Barang 27,000,000 29,500,000 | 30,000,000 33,000,000 35,000,000 154,500,000 Non
Cetakan dan Urusan
Penggandaan

5) | Penyediaan 1,250,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 15,750,000 Non
Komponen Instalasi Urusan
Listrik/ Penerangan

6) | Penyediaan Peralatan | 259,685,000 250,000,000 | 200,000,000 210,000,000 230,000,000 1,149,685,000 Non
dan Perlengkapan Urusan
Kantor

7) | Penyediaan Bahan 18,120,000 18,480,000 | 18,700,000 19,000,000 21,000,000 95,300,000 Non
Bacaan dan Peraturan Urusan
Perundang-undangan

8) | Penyediaan 30,140,000 30,140,000 | 30,140,000 31,000,000 35,000,000 156,420,000 Non
Makanan dan Urusan
Minuman
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9) | Rapat-rapat 66,980,000 73,000,000 | 66,980,000 67,000,000 75,000,000 348,960,000 Non
Koordinasi dan Urusan
Konsultasi ke Luar
Daerah

2 | Program 535,271,000 | 431,614,000 245,000,000 | 273,000,000 | 551,500,000 2,036,385,000
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kegiatan :

1) | Pembangunan 0 0 0 0 0 0 Non
Gedung Kantor Urusan

2) | Pengadaan 275,400,000 0 0 0 0 275,400,000 Non
Kendaraan Dinas/ Urusan
Operasional

3) | Pemeliharaan 109,357,000 125,000,000 | 120,000,000 | 132,000,000 | 145,000,000 631,357,000 Non
rutin/berkala Urusan
gedung kantor

4) | Pemeliharaan 0 0 0 10,000,000 11,000,000 21,000,000 Non
rutin/berkala Urusan
mobil jabatan

5) | Pemeliharaan 102,564,000 102,564,000 | 110,000,000 | 115,000,000 | 127,000,000 557,128,000 Non
rutin/berkala Urusan
kendaraan dinas/
operasional

6) | Pemeliharaan 10,800,000 14,050,000 | 15,000,000 16,000,000 18,500,000 74,350,000 Non
rutin/berkala Urusan

peralatan gedung
kantor
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7)

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor

37,150,000

190,000,000

250,000,000

477,150,000

Non
Urusan

Program
Peningkatan
disiplin
Aparatur

28,000,000

9,735,000

10,500,000

11,000,000

12,000,000

71,235,000

Kegiatan :

1)

Pengadaan Pakaian
dinas beserta
perlengkapanya

23,000,000

9,735,000

10,500,000

11,000,000

12,000,000

66,235,000

Non
Urusan

2)

Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu

5,000,000

5,000,000

Non
Urusan

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

40,000,000

40,000,000

Kegiatan :

1)

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP)
Bid.Kepegawaian dan
pemerintahan

40000000

40,000,000

Non
Urusan

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

64,256,000

71,512,000

77,000,000

84,000,000

92,000,000

388,768,000
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Kegiatan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penyusunan 11,500,000 15,000,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000 76,000,000 Non
Laporan Capaian Urusan
Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

SKPD

Penyusunan 7,756,000 7,756,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000 49,012,000 Non
laporan keuangan Urusan
semesteran

Penyusunan 5,000,000 7,756,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000 46,256,000 Non
pelaporan Urusan
keuangan akhir

tahun

Penyusunan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000 79,500,000 Non
pelaporan capaian Urusan
Program dan

kegiatan

Triwulanan

Penyusunan 9,000,000 10,000,000 10,000,000 11,500,000 13,000,000 53,500,000 Non
Laporan tahunan Urusan
Badan

Monitoring dan 16,000,000 16,000,000 16,000,000 17,500,000 19,000,000 84,500,000 Non
Evaluasi Program Urusan
dan Kegiatan

Badan
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Program
Pengembangan
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
sektoral

33,000,000

70,000,000

56,000,000

78,500,000

88,000,000

325,500,000

Kegiatan :

1)

2)

3)

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Sektoral-RENSTRA,
Rencana Kerja
(RENJA) Dan
Perjanjian Kinerja
(PERKIN)

12,000,000

45,000,000

30,000,000

50,000,000

55,000,000

192,000,000

Non
Urusan

Penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran
(RKA)SKPD

11,000,000

15,000,000

16,000,000

17,500,000

20,000,000

79,500,000

Non
Urusan

Penyusunan
Pembuatan Profil
Badan

10,000,000

10,000,000

10,000,000

11,000,000

13,000,000

54,000,000

Non
Urusan

Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

1,320,980,636

2,791,795,000

2,907,150,000

3,431,800,000

3,900,000,000

14,351,725,636

Kegiatan :

Orientasi
pengurus LPMD/K

104,853,000

390,000,000

494,853,000

Urusan
Wajib

Fasilitasi
Penguatan TP.PKK

571,734,000

722,660,000

921,800,000

921,800,000

1,015,000,000

4,152,994,000

Urusan
Wajib
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Fasilitasi 118,010,036 490,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 725,000,000 2,433,010,036 | Urusan

Peningkatan Wajib

Peran Serta

Pokjanal

Posyandu

Fasilitasi Bulan 242,693,900 240,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 1,262,693,900 | Urusan

Bakti Gotong Wajib

Royong

Masyarakat

(BBGRM)

Pelatihan Kader 58,085,000 390,000,000 | 195,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 1,468,085,000 | Urusan

Pemberdayaan Wajib

Masyarakat

(KPM)

Pelatihan P3MD 110,420,700 230,000,000 | 300,000,000 | 390,000,000 | 450,000,000 1,480,420,700 | Urusan
Wajib

Penguatan 115,184,000 329,135,000 | 350,000,000 | 490,000,000 | 550,000,000 1,834,319,000 | Urusan

Kapasitas Wajib

Lembaga

Kemasyarakatan

bagi RT/RW

Penguatan 0| 380,350,000 395,000,000 450,000,000 1,225,350,000 | Urusan

Kapasitas Wajib

Lembaga

Kemasyarakatan

bagi LPMD/K
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Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan

910,191,100

1,611,654,000

2,317,916,100

3,165,916,100

3,797,916,100

11,803,593,400

Kegiatan :

Pelatihan
keterampilan
manajemen badan
usaha milik desa
(BUMDES)

73,615,000

390,000,000

750,000,000

1,300,000,000

1,500,000,000

4,013,615,000

Urusan
Wajib

Pelatihan
Keterampilan
Usaha Industri
Kerajinan

251,866,850

251,866,850

Urusan
Wajib

Administrasi
Proyek PNPM
Mandiri
Perdesaan, untuk
22 UPK, 22-BP-
UPK,22 BKAD

340,109,250

340,109,250

Urusan
Wajib

Gelar Teknologi
Tepat Guna
Tingkat Provinsi
dan Nasional,
bentuk Partisipasi
Tk. Provinsi dan
Nasional

100,000,000

240,800,000

350,000,000

400,000,000

550,000,000

1,640,800,000

Urusan
Wajib
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Pemberdayaan
usaha ekonomi
keluarga dan
usaha sektor
informal

74,600,000

180,000,000

200,000,000

298,000,000

420,000,000

1,172,600,000

Urusan
Wajib

Pemberdayaan
usaha ekonomi
produktif dan
keterampilan
masyarakat

450,854,000

497,916,100

497,916,100

497,916,100

1,944,602,300

Urusan
Wajib

Revitalisasi Pos
Pelayanan
Teknologi
(Posyantek)

70,000,000

70,000,000

70,000,000

80,000,000

290,000,000

Urusan
Wajib

Pelestarian aset dan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pengelolaan
program PNPM-MPd

350,000,000

450,000,000

600,000,000

750,000,000

2,150,000,000

Urusan
Wajib

Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa

640,210,522

1,540,000,000

1' 1 73'034,960

1,605,000,000

1,860,000,000

6,818,245,482

Kegiatan .

Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan desa

260,000,000

134,000,000

394,000,000

Urusan
Wajib
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Pelaksanaan 60,894,800 230,000,000 | 112,182,400 | 350,000,000 | 400,000,000 1,153,077,200 | Urusan

musyawarah Wajib

pembangunan

desa

Fasiltasi TMMD 203,368,272 | 450,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 1,253,368,272 | Urusan

dan BSMSS Wajib

Penyelenggaraan 227,081,250 | 450,000,000 | 495,000,000 | 500,000,000 550,000,000 2,222,081,250 | Urusan

Perlombaan Desa Wajib

Fasilitasi 148,866,200 150,000,000 | 165,000,000 | 275,000,000 | 350,000,000 1,088,866,200 | Urusan

Pemberdayaan Wajib

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Desa

Peningkatan 0 0| 116,852,560 | 130,000,000 145,000,000 391,852,560 | Urusan

Kapasitas Wajib

Pemanfaatan

Sumber Daya

Desa/Kelurahan

Fasilitasi Penataan 0 0 0 150,000,000 165,000,000 315,000,000 | Urusan

Batas Desa Wajib
10 | Program 1,894,432,000 | 2,410,962,000 | 2,726,872,000 | 2,310,000,000 | 2,798,000,000 12,140,266,000

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Kegiatan :
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Pelatihan aparatur 153,832,000 350,000,000 275,000,000 500,000,000 650,000,000 1,928,832,000 | Urusan
pemerintah desa Wajib
dalam bidang

pengelolaan

keuangan desa

Pelatihan aparatur 700,000,000 720,000,000 720,000,000 720,000,000 828,000,000 3,688,000,000 | Urusan
pemerintah desa Wajib
dalam bidang

manajemen

pemerintah desa

Monitoring, evaluasi | 116,980,000 0 150,000,000 o 0 266,980,000 | Urusan
dan pelaporan Wajib

tentang fasilitasi

pemilihan kuwu

Penyusunan profil 189,000,000 | 207,900,000 | 249,890,000 | 250,000,000 | 265,000,000 1,161,790,000 | Urusan
desa/kel. Wajib

Penguatan 175,720,000 500,000,000 356,982,000 450,000,000 550,000,000 2,032,702,000 | Urusan
kapasitas Badan Waijib

Permusyawaratan

Desa (BPD)

Pelatihan aparatur 26,000,000 142,393,000 | 150,000,000 0 0 318,393,000 | Urusan
pemerintah desa Wajib

dalam penyusunan

peraturan di desa

Pembekalan 350,000,000 0 385,000,000 0 0 735,000,000 | Urusan
persiapan Wajib

penyelenggaraan

pemilihan kuwu
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Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
tentang fasilitas
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa

107,900,000

385,169,000

150,000,000

250,000,000

330,000,000

Urusan
Wajib

Fasilitasi
penyelesaian
masalah kedesaan

50,000,000

55,000,000

65,000,000

85,000,000

255,000,000

Urusan
Wajib

Pengesahan dan
pelantikan kuwu
terpilih

75,000,000

175,000,000

250,000,000

Urusan
Wajib

Evaluasi Perbup
tentang pemerintah
desa

55,500,000

60,000,000

75,000,000

90,000,000

280,500,000

Urusan
Wajib

11

Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah
Kecamatan

157,576,000

157,576,000

157,576,000

157,576,000

157,576,000

787,880,000

Kegiatan :

Forum fasilitasi
pengelolaan
administrasi desa
bagi fasilitator
kecamatan

157,576,000

157,576,000

157,576,000

157,576,000

157,576,000

787,880,000

Urusan
Wajib
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BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPIMD

. Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
: No Indikator pada ;‘;:L?ﬁode Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 pe”:.,..‘f“eﬂ‘p'.','{.o
X 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Jumlah desa yang 0 160 252 0 0 0 412
pengurus/anggota LPMD nya
dilatih
2 | Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif 424 424 424 424 424 424 424
dim melaksanakan kegiatan 10
program PKK
3 | Meningkatnya jumlah Posyandu 384 461 538 615 692 769 769
Pumama
4 | Jumlah desa/kel. yang 424 424 424 424 424 424 424
melaksanakan kegiatan BBGRM
5 | Jumlah desa yang KPM nya dilatih 184 42 252 50 34 34 412
6 | Jumlah desa yang 188 69 160 61 61 61 412
pengurus/anggota LPMD nya
dilatih
7 | Jumlah desa yang pengurus 184 102 74 120 58 58 412
RT/RW nya dilatih
8 | Jumlah desa/kel yang 0 0 0 190 117 117 424
pengurus/anggota LPMD/K nya
dilatih
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9 | Jumlah BUMDes yang aktif 31 50 175 96 45 46 412

10 | Jumlah desa yang kelompok usaha 25 26 0 0 0 0 26
industri kerajinannya dilatih

11 | Meningkatnya jumlah aset SPP dan 32 32 0 0 0 0 32
UEP PNPM-MPD

12 | Jumlah desa yang menerapkan 0 2 2 2 2 2 10
TTG

13 | Jumlah desa yang Kelompok usaha 0 40 18 20 20 20 118
ekonomi keluarga dan sektor
informalnya dibina

14 | Jumlah desa yang kelompok usaha 0 0 80 80 80 80 320
ekonomi produktifnya dilatih

15 | Jumlah desa yang memiliki 0 1 0 1 1 1 4
posyantek

16 | Jumlah aset SPP dan UEP eks 0 0 45 50 55 60 60
PNPM-MPd

17 | Jumlah desa yang kelompok 0 0 412 412 0 0 412
masyarakatnya dibina

18 | Jumlah desa yg tepat waktu 270 68 412 412 412 412 412
menyusun RPJMDes, APBDes dan
RKPDes

19 | Jumlah desa lokasi pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 10

TMMD dan BSMSS
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20 | Jumlah desa terbaik tingkat - 7 7 7 7 7 7 35
kabupaten dan desa terbaik tingkat |
provinsi
21 | Jumlah desa yang difasilitasi 412 412 412 412 412 412 412
22 | Jumlah desa/kel yang dibina 0 0 0 424 424 424 424
23 | Jumlah desa yang difasilitasi 0 0 0 0 412 412
24 | Jumlah desa yang aparatur 412 412 412 412 412 412 412
desanya dilatih
25 | Jumlah desa yang aparatur 235 412 412 412 412 412 412
desanya dilatih
26 | Jumlah desa yang dimonev 10 124 0 118 0 0 242
27 | Jumlah desa yang memiliki profil 0 80 80 40 112 112 424
desa/kel
28 | Jumlah desa yang anggota BPD 0 80 120 30 88 94 412
nya dilatih
29 | Jumlah desa yang tepat waktu 0 115 145 152 0 0 412
dalam menyusun Perdes dan
APBDes
30 | Jumlah desa yang ikut pembekalan 0 124 0 118 0 0 242
31 | Jumlah desa yang dimonev 0 412 412 412 412 412 412
32 | Jumlah desa yang difasilitasi 0 0 412 412 412 412 412
33 | Jumlah kuwu yang dilantik 0 124 0 118 0 0 242
34 | Jumlah Raperbup yang dievaluasi 0 0 3 3 3 3 12
35 | Jumlah aparatur kecamatan yg 0 120 120 120 120 120 120

mampu membina aparatur desa
dim penyelenggaraan administrasi
desa
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BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014-2019, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
Dokumen ini merupakan penjabaran Visi, Misi Dinas PMD dan program kerja
Dinas PMD yang merujuk kepada Visi dan Misi dan program kerja Kepala Daerah
yang tertuang melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPIMD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019.

Sebagai sebuah rencana pembangunan, RENSTRA ini akan bermanfaat
manakala seluruh Stakeholder pembangunan mempunyai Visi yang sinergis
dengan Visi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas PMD adalah sebagai mitra dan
pemandu masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang
agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera (AMANAH).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ini, tentunya masih banyak
kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah
kami harapkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,
SUNJAYA PURWADISjTRA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR , SERI
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

Program Dan
Kegiatan

Indikator Kinerja Program
{Outcome) dan Kegiatan (Output)

Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2

Tahun 3

Tahu

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode

-

K

Renstra BPMPD
K

Unit SKPD
Penang
gung

imsacnh

Lokasi

(2014)
4

NiR

K
9

Rp
19

11

14

15

Rp
16

17

18

JUMLAH TOTAL

6,204,482,258

9,758,758,000,

10,242,269,060

11,853,792,100

14,057,852,100

52,117,153,518

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

: Meningkatnya akuntabifitas

kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

620,565,000

620,565,000

623,910,000

571,220,000

587,000,000

625,860,000

3,028,555,000

Kegiatan :

Penyediaan Jasa |Input
Komunikasi,

: Jumiah dana

187,690,000

187,690,000

187,690,000

187,000,000

187,000,000

187,000,000

936,380,000

Kab.

Sumber Daya Air |Output
dan Listrik

: Tersedianya kebutuhan

penerangan dan berfungs
inya alat elektronik
perkantoran, komunikasi
dan koordinasi serta air
bersih dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
tahun

5 Rekening

Rekening

! Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan

Input

perkaptoran
: Jumiah dana

Rekening

7,200,000

7,200,000

7,600,000

7,900,000

8,000,000

8,360,000

39,060,000

DPMD

Kab.

dan Perizinan
Kendaraan

: Tersedianya kebutuhan

pembayaran pajak
kendaraan bermotor roda
2 dan 4 dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
(satu) tahun dan tidak
adanya tunggakan
pembayaran pajak
tersehut

22 Unit

22

22

22

22

Qutcome

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan
_perkantoran

22 Unit

22

2

22

22

2

Unit




Penyediaan Alat
Tulis Kantor

: Jumifah dana

22,500,000

22,500,000

25,000,000

27,000,000

28,000,000

30,000,000

132,500,000

DPMD

{Outcome

. Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor dalam
rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran

47

47

47

47

47

47

47

. Meningkatnya kepuasan
pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

47

Jenis

47

47

47

47

47

Y

Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

perkantoran
: Jumiah dana

27,000,000

27,000,000

30,000,000

35,000,000

154,500,000

DPMD

{outcome

. Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan dalam
rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran

22

Jenis

22

22

22

22

LI
: Meningkatnya kepuasan
pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

22

2

22

22

22

22

22

Penyediaan
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan

Input

: Jumiah dana

1,250,000

1,250,000

2,500,000]

3,500,000

4,000,000

4,500,000

15,750,000

: Tersedianya kebutuhan
instalasi listrik untuk
penerangan dan
berfungsinya alat
elektronik perkantoran
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

12

12

12

12

12

12

12

Bulan

Cutcome

+ Meningkatnya kepuasan pegawai
DPMD dalam rangka
penyelesaian pelaksanaan

_kegiatan petiantoran

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Input

12

Bulan

12

12

12

12

12

12

Bulan

259,685,000

259,685,000

250,000,000]

200,000,000

210,000,000

230,000,000

1,149,685,000

Kab.

Output

+ Tersedianya kebutuhan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkartoran
selama 1 (satu) tahun

Jenis

20

20

Cirebon|

Outcome

: Meningkatnya kepuasan
pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan
perkantoran

Jenis

20

Jenis




Penyediaan
Bahan Bacaan

Tnput

: Jumiah dana

18,120,000

18,120,000

18,480,000

18,700,000

19,000,000

21,000,000

95,300,000

dan Peraturan
Perundang-
undangan

: Tersedianya kebutuhan

Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
(satu) tahun

Media

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Media

Penyediaan
Makanan dan

Input

perkantoran
: Jumiah dana

30,140,000

30,140,000

30,140,000/

30,140,000

31,000,000

35,000,000

156,420,000, DPMD

Minuman

: Tersedianya kebutuhan

biaya untuk makan dan
minum bagi para tamu
kedinasan dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1

{

250

250

250

250

250

1250

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

250

Orang

250

250

250

1250

Rapat-rapat
Koordinasi dan

Tnput

. Jumiah dana

66,980,000

66,980,000

73,000,000

66,980,000

67,000,000

75,000,000

348,960,000

Kab.

Konsultasi ke
Luar Daerah

- Terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluas
daerah dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkanteran selama 1 (satu)
ahun

154

Kali

154

154

154

154

154

Cutcome

+ Meningkatnya kepuasan pegawai

DPMD dalam rangka
penyelesaian pelaksanaan
kegiatan perkantoran

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

154

Kali

154

154

154

154 |

154

: Meningkatnya akuntabifitas

kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

535,271,000

535,271,000

431,614,000

273,000,000

551,500,000

2,036,385,000

Kegiatan ;

Pembangunan
Gedung Kantor

: Jumiah dana

0| DPMD

- Terlaksananya pembangunan

gedung kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama L
(satu) tahun

Kegiatan

Keglatan

+ Meningkatnya kepuasan pegawai

DPMD dalam rangka
penyelesaian pelaksanaan
kegiatan perkantoran

Kegiatan

Keglatan




Pengadaan
Kendaraan
Dinas/

Operasional

1 Jumiah dana

275,400,000

275,400,000

275,400,000

; Terlaksananya

pengadaan kendaraan
dinas roda 2 {dua) dan
roda 4 (empat) dalam
rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran

Unit

Unit

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Unit

Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

perkantoran
: Jumiah dana

109,357,000

125,000,000

120,000,000}

132,000,000

145,000,000

631,357,000

Kab.

: Terpeliharanya gedung

kantor secara berkala
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran
sefama 1 (satu) tahun

25

Qutcome

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Pemeliharaan
rutin/berkala
mobil jabatan

Input

perkantoran
: Jumiah dana

10,000,000

11,000,000

21,000,000

Kab.

: Terpefiharanya

kendaraan roda 4
(empat) secara berkala
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

Unit

Unit

Outcome

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam

rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/
operasional

Input

perkantoran
1 Jumiah dana

102,564,000

102,564,000

110,000,000

115,000,000

127,000,000

557,128,000/

DPMD

Kab.

Qutcome

: Terpekharanya

kendaraan dinas roda 2
(dua) dan roda 4 (empat)
secara berkala dalam
rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran

selama 1 (satu) tahun

22

22

22

2

22

22

22

Unit

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian

pelaksanaan kegiatan
perkantoran

22

22

22

22

22

22

22

Unit




Pemeliharaan Input
rutin/berkala

: Jumiah dana

10,800,000

10,800,000

14,050,000

15,000,000

16,000,000

18,500,000

74,350,000

Kab.
Cirebon|

peralatan Qutput
gedung kantor

: Terpeliharanya peralatan

gedung kantor secara
berkala dalam rangka
menunjahg pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
(satu) tahun

Qutcome

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Rehabilitasi Input
Sedang/Berat

perkantoran
: Jumiah dana

Jenis

37,150,000

37,150,000

190,000,000{

477,150,000

Kab.

Gedung Kantor |Output

. Terlaksananya rehab

sedang/berat gedung
kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1

Kegiatan

Kegiatan

: Meningkatnya kepuasan

pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Program Peningkatan
disiplin Aparatur

perkantoran
: Meningkatiya akuntabilitas

kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

23,635,000

28,000,000

9,735,000{

10,500,000]

11,000,000

12,000,000

71,235,000

Kegiatan :

Pengadaan Pakaian { Input
dinas beserta

: Jumiah dana

23,635,000

23,000,000

9,735,000|

10,500,000

11,000,000

12,000,000

66,235,000

DPMD

Kab.

|periengkapannya  {o3, eyt

: Terpenuhinya kebutuhan

pakaian dinas beserta
perlengkapannya bagi
pegawai DPMD dalam
rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran

L selama 1 (saty) tahun

Jenis

Jenis

: Meningkatnya

kedisiplinan dan kepuasan
pegawai DPMD dalam
rangka penyeiesaian
pelaksanaan kegiatan
perkantoran

Jenis




Pengadaan Input 1 Jumiah dana /] 5,000,000 0 0 L] 0 5,000,000, DPMD Kab.
Pakaian Khusus Cirebon
Hari-hari Qutput : Terpenuhinya kebutuhan Jenis Jenis
Tertentu pakaian khusus hari-hari
tertentu bagi pegawai
BPMPD dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
(satu) tabun
Qutcome : Meningkatnya Jenis lenis
kedisiplinan dan kepuasan
pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan
perkantoran
Program Peningkatan : Meningkatnya akuntabilitas 1] 40,000,000 o 40,000,000
Kapasitas Sumber Daya kinerja Dinas Pemberdayaan
Aparatur Masyarakat dan Desa
Kegiatan :
Penyusunan Input : Jumiah dana 4] o 40,000,000| 0 0 1] 40,000,000, DPMD | Kab.
Standar Cirebon|
Operasional Output : Tersusunnya dokumen Standar Dokumen Dokumen
Prosedur (SOP) Operasional Prosedur (SOP)
. bidang kepegawaian dan
Bid.Kepega administras: pemerintahan dalam
waian dan rangka menunjang pelaksanaan
pemerintahan kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (saty) tahun
Outcome - Meningkatriva kinerja pegawai Dokumen Dokumen
DPMD dalam rangka
penyelesaian pelaksanaan
kegiatan bidang kepegawaian
dan administrasi pemerintahan.
Program Peningkatan : Meningkatnya akuntabilitas 64,255,500 64,256,000 71,512,000/ 77,000,000] 84,000,000 92,000,000 388,768,000
wm.'an Sistem kinerja Dinas Pemberdayaan
Pelaporan Capaian Kinerja  Mesyarakat dan Desa
dan Keuangan
Kegiatan : ]
Penyusunan Input ¢ Jumiah dana 11,500,000 11,500,000 15,000,000 15,000,000| 16,500,000 18,000,000 76,000,000, DPMD | Kab.
Laporan Capaian Cirebon|
Kinerja Qutput : Tersusunnya dokumen LKPJ, Dokumen Dokumen
dan Ikhtisar LPPD dan LAKIP dalam rangka
. menunjang pelaksanaan kegiatan
Realisasi Kinerja pelayanan perkantoran selama
SKPD (satu) tahun
Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai Dokumen Dokumen
DPMD yang terukur dalam tertib
administrasi penyusunan LKPJ,
LPPD dan LAKIP sebagai waujud
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan selama 1 (satu) tahun.




Penyusunan
laporan

Input

: Jumiah dana

7,755,500

7,756,000

7,756,000

10,500,000

11,000,000

12,600,000

49,012,000

DPMD

Kab.

Output

: Tersusunnya dokumen
laporan keuangan
samesteran dalam rangka
menurjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
(satu) tahun

Dokumen

Dokumen

Outcome

: Meningkatnya
akuntabilitas laporan
keuangan semesteran

Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun

Dokumen

Dokumen

: Jumlah dana

5,000,000

5,000,000

7,756,000

10,500,000

11,000,000

12,000,000

46,256,000

DPMD

: Tersusunnya dokumen
laporan keuangan akhir
tahun dalam rangka
menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1
(saty) tahun

Dokumen

Dokumen

Outcome

: Meningkatnya
akuntabilitas laporan
keuangan akhir tahun

Penyusunan
pelaporan
capaian Program
dan kegiatan
Triwulanan

Input

Dokumen

Dokumen

: Jumiah dana

15,000,000

15,000,000

15,000,000§

16,500,000

18,000,000

79,500,000

Kab.

Output

: Tersusunnya dekumen
laporan capalan program dan
kegiatan ttvailan datam
rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran

salarna 1 {gatu) tahun

Dokumen

Dokumen

Outcome

: Meningkatnya
akuntabilitas laporan
capaian program dan
kegiatan triwulan selama
1 (satu) tahun

Dokumen

Dokumen

Penyusunan

Laporan tahunan
dinas

: Jumiah dana

9,000,000

9,000,000

10,000,000/

10,000,000}

11,500,000

13,000,000

53,500,000

DPMD

+ Tersusunnys dokumen laporan
tahunan dinas dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1
(satu) tahun

Dokumen

Dokumen

Cirebon,

- meningkatnya akuntabifitas
laporan tahypan dinas selama 1

(gatu) tahun

Dokumen

Dokumen

Monitoring dan
Evaluasi
Program dan
Kegiatan Dinas

Input

: Jumiah dana

16,000,000

16,000,000

16,000,000/

16,000,000}

17,500,000

19,000,000

84,500,000

DPMD

Output

. Tersusunnya dokumen
menitoring dan evaluasi program
dan kegiatan dinas dalam rangka

pelayanan perkantoran selama 1
(satu) tahun

Dokumen

Dokumen

Outcome

: Meningkatnya akuntabifitas
pelaksanaan program dan
kegiatan diras selama 1 (satu)
tahun

Dokumen

Dokumen




Program Pengembangan  : Meningkatnya akuntabilitas 33,000,000 33,000,000 70,000,000 56,000,000 78,500,000 88,000,000 325,500,000
Sistem Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan
Pembangunan sektoral Masyarakat dan Desa
Kegiatan :
Penyusunan Input : Jumiah dana 12,000,000 12,000,000 45,000,000 30,000,000 50,000,000 55,000,000 192,000,000 Kab.
Dokamen Cirebon,
Perencanaan Output : Tersusunnya dokumen Dokumen Dokumen
Sektoral-RENSTRA, Rencana Jangka Menengah
Rencana Kerja (RENJA), Perjanjlan Kinerja
(RENJA) Dan (PERKIN) dan RENSTRA
Perjanjian Kinerja dalam rangka menunjang
{PERKIN) pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun
Qutcome : Meningkatnya Pengembang: Dokumen Dokumen
Sistem Perencanaan Sektoral
selama 1 (satu) tahun
Penyusunan Input ¢ Jumiah dana 11,000,000 11,000,000 15,000,000 16,000,000 17,500,000 20,000,000 79,500,000/ Kab.
Rencana Cirebon|
Kegiatan Qutput : Tersusunnya dokumen Dokumen Dokumen
Anggaran Rencana Kegiatan
(RKA)SKPD Anggaran (RKA) SKPD
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran
sefama 1 (satu) tahun
QOutcome  : Meningkatnya Dokumen Dokumen
akuntabilitas penyusunan
Rencana Kegiatan
Anggaran {RKA) SKPD
un
Penyusunan Input : Jumilah dana 10,000,000 10,000,000 10,000,000/ 10,000,000 11,000,000 13,000,000 54,000,000 Kab.
Pembuatan Profil] Cirgbon|
Dinas Qutput : Tersusunnya profil dinas Dokumen Dokumen
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun
Qutcome  : Meningkatnya Dokumen Dokumen
akuntabilitas kinerja dinas
dalam bentuk akurasi

data dan profil dinas
selama 1 (satu) tahun




Misi ke 2 : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan
Misi ke 4 : Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)

Program Peningkatan : Meningkatnya kapasitas 1,320,980,636 2,791,795,000] 2,907,150,000] 3,431,800,000/ 3,900,000,000] 14,351,725,636
Keberdayaan Masyarakat lembaga kemasyarakatan
Perdesaan desa dalam
pembangunan
Kegiatan :
Orientasi Input ¢ Jumiah dana [1] 104,853,000 390,000,000 1] [ ] 494,853,000f DPMD Kab.
pengurus Cirebon]
LPMD/K Qutput : Terlatihnya pengurus/anggotal 0 Desa 160 252 ] 1] [} ] 412 Desa
LPMD
Outcome @ Jumiah desa yang 0 Desa 160 252 0 o [} 412 Desa
pengurus/anggota LPMD nya
dilatih
Fasilitasi Input : Jumiah dana 886,340,000 571,734,000 722,660,000 921,800,000 921,800,000 1,015,000,000 4,152,994,000] DPMD | Kab.
:‘ingtq.l(atan Qutput : Teratihnys kader dan TP.PKK | 424 TP.PKK 424 424 424 424 224 224 5. PRK
' disetiap tingkatan Desa/Kel. E Desa/Kel.
Outcome @ Jumiah TP.PKK Desa/Kel. Yg | 424 TP.PKK 424 424 424 424 424 424 TP.PKK
aktif dim melaksanakan Desa/Kel. : Desa/Kel.
kagiatan 10 program PKK
Fasilitasi Input : Jumiah dana 191,517,000 118,010,036 490,000,000/ 500,000,000 600,000,000 725,000,000 2,433,010,036] DPMD | Kab.
Peningkatan Cirebon
Peran Serta Output : Terbinanya Pokjanal 2,520 Posyandu (total| 2,558 2,591 { 2,501 2,501 2,591 2,591  Posyandu
Pokjanal Posyandu 2,520 i (total 2.591
Posyandu Posyandu) Pogyandu)
Outcome  : Meningkatnya jumiah 384 Posyandu (total| 461 538 615 692 769 769 P
Posyandu Purnama 2.520 (total 2.591
Posyandu) ] Pogyandu)
Fasilitasi Bulan | Input + Jurniah dana 122,550,000 242,693,900 240,000,000] 260,000,000 260,000,000 260,000,000 1,262,693,900) DPMD | Kab.
Bakti Gotong  (oioit ¢ Terasittesinya kegiatan 424 Desa/Kel. | 424 424 a2¢ 424 a24 424 Desa/Kel.
Royong BBGRM dalam membangun
Masyarakat desa/kelurahan
/oDrATIRAY
Qutcome @ Jumiah desa/kel. yang 424 Desa/Kel. 424 424 424 424 424 424 Desa/Kel.
melaksanakan kegiatan
BBGRM
Pelatihan Kader |Input : Jumiah dana 116,388,000 58,085,000 390,000,000] 195,000,000 375,000,000 450,000,000 1,468,085,000/ DPMD | Kab.
Pemberdaya an Cirebon|
Masyarakat  foqmit : Terathnya Kader 184 Desa a2 253 50 31 34 412 Desa
(KPM) Pemberdayaan Masyarakat
Qutcome @ Jumiah desa yang KPM | 184 Desa 42 252 50 34 34 412 Desa
nya dilatih
Pelatihan P3MD {Input : Jumiah dana 178,000,000 110,420,700 230,000,000/ 300,000,000 390,000,000 450,000,000 1,480,420,700] DPMD | Kab.
Cirebon
Output : Terlatihnya pengurus/anggotal 188 Desa (1] 160 61 61 61 412 Desa
(PKK, LPMD,/K,RT,RW, Tokoh
Pemuda dan masyarakat)
Qutcome  : Jumlah desa yang 188 pDesa 69 160 61 61 61 412 Desa
pengurus/anggota
LPMD nya dilatih




Penguatan Input : Jumiah dana 98,755,000 115,184,000 329,135,000 350,000,000 490,000,000 550,000,000 1,834,319,000f DPMD Kab.
Kapasitas b
Lembsaga Output : Terlatihnya pengurus 184 Desa 102 74 120 58 58 412 Desa
Kemasyarakatan RT/RW
bagi RT/RW
Qutcome @ Jumlah desa yang pengurus | 184 Desa 102 74 120 58 58 412 Desa
RT/RW nya ditath (jumiah
total RW 2.717, RT 9.355,
Dusun 1.467 per 2016)
Penguatan Input : Jumiah dana o 0 380,350,000 395,000,000 450,000,000 1,225,350,000] DPMD | Kab.
Kapasitas Cirebon
Lembaga Output : Terlatihnya 0 Desa/Kel. [ 0 190 117 117 424  Desa/kel
Kemasyarakatan pengurus/anggota
bagi LPMD/K LPMD/K
Outcome  : Jumiah desafkel yang 0 Desa/Kel. 0 0 190 117 117 424  Desa/kel
pengurus/anggota
LPMD/K nya dilatih
Misi ke 5 : Mewujudkan standar hidup jlayak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuban pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tenteram
Program Pengembangan : Meningkatnya 910,191,100 1,611,654,000 | 2,317,916,100 | 3,165,916,100 3,797,916,100 11,803,593,400
Lembaga Ekonomi perekenomian masy. yg :
Pedesaan kuat melalii pengemb.
potensi Bumdes dan
Pengemb. Lembaga
Ekonomi Masyarakat
Kegiatan :
Pelatihan Input : Jumiah dana 129,650,000 73,615,000 390,000,000 750,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 4,013,615,000) DPMD | Kab.
keterampilan o T teratinnya 150 Bumdes 50 175 9 T 3 412 Bumdes
manajemen pengurus/pengelola Badan
badan usaha Usaha Milik Desa (BUMDES)
milik desa
1 Jumiah BUMDes aktif 7 30 40 40 197 B
(BUMDES) Qutcome yang 31 Bumdes 4 40 umdes
Pelatihan Input : Jumiah dana 304,872,600 251,866,850 0 ] 1] 1] 0 251,866,850 DPMD | Kab.
Keterampilan [ ot : Terlatihnya kelompok usaha | 25 Desa 26 0 [ 0 ) 26 Desa
Usaha Industri industri kerajinan
Kerajinan Outcome + Jumiah desa yang keorpok | 25 Desa 26 0 0 0 o 10 Desa
usaha industri kerajinannya
dilatih
Administrasi Proyek | Input : Jumiah dana 933,121,400 340,109,250 ] [ 0 0 340,109,250, DPMD | Kab.
PNPM Mandiri Cirebon|
mﬁgf;mf Output : Jumiah aset SPP PNPM-MPA | 32 Rupiah 35 [ 0 o 0 35 Rupiah
BKAD: ___(milyar) (milyar)
QOutcome  : Meningkatnya jumlah aset 32 Rupiah 35 0 ] (1] [1] 35 Rupiah
SPP PNPM-MPD (milyar) (mityar)
Gebr:em;ogplr:faf Tnput : Jumiah dana 115,000,000 100,000,000 240,800, 350,000,000 400,000,000 550,000,000 1,640,800,000] DPMD | Provins
Guna Ting insi{ s o
dan. Nasional, bentuk | Qutput : Meningkatnya penerapan | 2 Desa 2 2 2 2 2 10 Desa
Partisipasi Tk TTG di desa
Propinsi dan Nasional
Outcome  : Jumiah desa yang 2 Desa 2 2 2 2 2 10 Desa
menerapkan TTG




Pemberdayaan |Input + Jumiah dana 0 74,600,000 180,000,000 200,000,000] 298,000,000 420,000,000 1,172,600,000] DPMD | Kab.
usaha ekonomi ] Cirebon
keluarga dan  |COutput : terbinanya kelompok usaha 1] Desa 40 18 20 20 20 118 Desa
usaha sektor ekenomi keluarga dan usaha
informal sektor informal
Cutcome  : Jumiah desa yang Kelompok | O Desa 40 18 20 20 20 118 Desa
usaha ekonomi keluarga dan
sektor informalnya dibina
Pemberdayaan vsaha | Tnout T Jumiah dana o '} 450,854,000] 497,916,100 497,916,100| 497,916,100 1,944,602,300] DPMD | Kab.
ekonomi produktif Cirebon
da pil
ma:yarakat Qutput : Terlatihnya kelompok usaha ] Desa '] 80 80 80 80 320 Desa
ekonomi produldif
Outcome  : Jumlah desa yang kelompok | 0 Desa 0 80 80 80 80 320 Desa
usaha ekonomi produktifnya
dilatih
Revitalisasi Pos  {Input : Jumiah dana 0 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 80,000,000 290,000,000| Banprov| Kab.
Pelayanan Cirebon
Teknologi Output : Terlaksananya revitalisasi [ Desa 1 [ 1 1 1 4 Desa
(Posyantek) Posyantek
Qutcome & Jumiah desa yang memiliki [+ ] Desa 1 1] 1 1 1 4 Desa
posyantek
Pelestarian aset |Input 1 Jumiah dana [ 0 350,000, 450,000,000] 600,000,000 750,000,000 2,150,000,000 Kab.
dan peningkatan Cirebon
kapasitas Output : Jumiah aset SPP eks PNPM- 1] Rupiah 45 50 55 60 65 65 Rupiah
|kelembagaan MPd (milyar) (milyar
pengelolaan Outcome  : Meningkatnya jumiah aset ] Rupiah 45 50 55 60 65 65 Rupiah
program PNPM- SPP ks PNPM-MPD (milyar) (mityar)
MPd
Misi ke 3 : Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia
Peningkatan partisipasi : Meningkatnya 640,210,522 1,540,000,000] 1,173,034,960) 1,755,000,000( 2,035,000,000 6,424,245,482)
masyarakat dalam pembangunan desa,
membangun desa potensi desa, dan sumber
daya desa
Kegiatan :
Pembinaan Ihput : Jumiah dana ) ] 260,000,000 134,000,000 150,000,000 175,000,000 719,000,000 DPMD | Kab.
kelompaok Clmboni
masyarakat Output : Terbinanya kelompok [+] Desa ] 412 412 1] 1] 412 Desa
pembangunan masyarakat utk berpartisipasi
desa dalam pembangunan desa
Qutcome  : Jumiah desa yang kefompok [ Desa 1] 412 412 0 0 412 Desa
masyarakatnya dibina
Pelaksanaan Input : Jumiah dana 75,000,000 60,894,800 230,000,000/ 112,182,400 350,000,000 400,000,000 1,153,077,200, DPMD | Kab.
musyawarah ] Cirebon
pembangunan  [Gueput @ Terselenggaranys 270 Desa M 412 412 412 412 412 Desa
desa musyawarah pembangunan
desa
Outcome  : Jumiah desa yg tepat waktu | 270 Desa 68 412 412 412 412 412 Desa
menyusun APBDes dan
RKPDes




Fasittasi TMMD  {Input : Jumiah dana 250,000,000 203,368,272 450,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 1,253,368,272| DPMD | Kab.
dan BSMSS ] Cirebon
Output 1 Terlaksananya kegiatan 2 Desa 2 2 2 2 2 10 Desa
TMMD dan BSMSS
Outcome  : Jumiah desa lokasi 2 Desa 2 2 2 2 2 10 Desa
pelaksanaan TMMD dan
BSMSS
|Penyelenggaraan | Input : Jumiah dana 384,290,000 227,081,250 450,000,000/ 495,000,000 500,000,000 550,000,000 2,222,081,250, DPMD | Kab.
Perlombaan Desa Cirebon
Output : terlaksananya keglatan lomba| 412 Desa 412 412 412 412 412 412 Desa
desa Tk.Kab, dan Tk.Prov. :
Outcome  : Jumiah desa terbalk tingkat 7 Desa 7 7 7 7 7 35 Desa
kabupaten dan desa terbaik
tingkat provinsi
Fasilitasi Input : Jumiah dana 132,500,000 148,866,200 150,000,000( 165,000,000} 275,000,000 350,000,000 1,088,866,200, DPMD Kab.
Pemberdayaan : Cirebon
| Masyarakat Output 1 terfasifitasinya pemberdayaan| 412 Desa 412 412 412 412 412 412 Desa
Dalam masyarakat dalam
Pembangunan pembangunan desa
Outcome  : Jumiah desa yang difasiftasi | 412 Desa 412 412 412 412 | 412 412 Desa
Peningkatan  {Input : Jumiah dana [ [ 01 116,852,560 130,000,»001 145,000,000 391,852,560| DPMD | Kab.
i ' Cirghon|
Pemanfaatan Qutput : Terbinanya desa/kelurahan [ 1] Desa/Kel. 1] 1] 424 424 424 424 Desa/Kel.
Sumber Daya dalam Pemanfaatan Sumber
Desa/Kelurahan Daya Desa/Kelurahan
Outcome : Jumiah desa/kel yang dibina | 0 Desa/Kel. [ 0 424 424 424 424  Desa/Kel.
Fasilitasi Input : Jumiah dana 1] 1] 0 0 150,000,000 165,000,000 315,000,000, DPMD | Kab.
Penataan Batas Cirebon
Desa ;
Output : Terfasilitasinya penataan | 0 Desa/Kel. 0 0 0 412 412 412 Desa
batas-batas desa
Outcome @ Jumiah desa yang ] Desa/Kel. 0 0 0 412 412 412 Desa
difasilitasi
10 |Misi ke 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Program Peningkatan : Meningkatnya kapasitas 1,894,432,000 2,410,962,000] 2,726,872,000, 2,310,000,000 2,798,000,000 12,140,266,000] DPMD | Kab.
Kapasitas Aparatur aparatur pemdes yg | Cirebon
Pemerintahan Desa bersih, berwibawa,
transparan dan akuntabel
Kegiatan .
Pefatihan aP:::“f Input : Jumiah dana 154,340,000 153,832,000 350,000,000 275,000,000 500,000,000 650,000,000 1,928,832,000) DPMD | Kab.
dalar bidang Output  : Teriathnya aparatur desa | 412 Desa 412 412 412 412 412 412 Desa
pengelolaan mengenai pangelolaan
|keuangan desa keuangan desa
Qutcome @ Jumlah desa yang aparatur 412 Desa 412 412 412 412 412 412 Desa
desanya dllatih




Pelahha': ELP;::" Input : Jumiah dana 835,260,000 700,000,000 720,000,000 720,000,000 720,000,000 828,000,000 3,688,000,000) DPMD | Kab.
daler bidang Output : Terlatinnya aparatur desa 235 Desa 412 412 412 412 412 412 Desa
manajemen dalam bidang manajemen
pemerintah desa rintahan desa
Outcome  : Jumiah desa yang aparatur 25 Desa 412 412 412 412 412 412 Dasa
desanya dilatih
:0"'”1"“9 evaluzsi {Tnput = Jumiah dana 12,052,000 116,980,000 [) 150,000,000 0 0 266,980,000 DPMD | Kab.
;,:a’ng oaitesi | |OUtPUE : Terevakiasinya pelaporan 10 Desa 124 0 118 [) 0 242 Desa
pemilihan kuwu tentang fasifitasi pemifihan
kuwu
Outcome @ Jumiah desa yang dimonev 10 Desa 124 [} 118 o 1] 242 Desa
Penyusunan Input : Jumiah dana 0 189,000,000 207,900,000 249,890,000 250,000,000 265,000,000 1,161,790,000|
profil desajkel.  [o ™ Tersusunnya profi 0  Desa/Kel | 80 30 112 12 424 Desa/Kel
desa/kelurahan
Outcome  : Jumiah desa yang memiliki o Desa/Kel 80 80 112 112 424 Desa/Kel
profil desa/kel
Penguatan Input : Jumiah dana 1] 175,720,000 500,000,000 356,982,000 450,000,000 550,000,000 2,032,702,000| DPMD | Kab.
kapasitas Badan Cirehon
Permusyawa Output 3 Terlatihnya anggota Badan [ ] Desa 80 120 30 88 94 412 Desa
ratan Desa Permusyawaratan Desa
(8PD) (6P0)
Outcome @ Jumlah anggota BPD yang ] Desa 80O 120 30 88 94 412 Desa
dilatih
Pelatihan Input : Jumiah dana 1] 26,000,000 142,393,000 150,000,000 1] 0 318,393,000 DPMD | Kab.
aparatur Cirebon
pemerintah desa {otput : Terlatihnya aparatur [} Desa 115 145 152 [ ) 412 Desa
dalam pemerintah desa dalam
penyusunan penyusunan peraturan di
peraturan di desa
dasa Outcome & Jumiah desa yang tepat [ Desa 115 145 152 0 [ 412 Desa
waktu dalam menyusun
Perdes dan APBDes
Pembekalan Input : Jumiah dana (] 350,000,000 0 385,000,000 0 /] 735,000,000f DPMD | Kab.
persiapan Cirebon/
penyelengg Output : Terbekalinya desa dalam ] Desa 124 0 118 0o o 242 Desa
araan pemilihan persiapan penyelenggaraan
Kuwu pemilihan kuwu
Qutcome @ Jumiah desa yang ikut [+ ] Desa 124 0 118 ] ] 242 Desa
pembekalan
Monitoring, Input : Jumiah dana [+] 107,900,000 385,169,000 150,000,000 250,000,000 330,000,000 1,223,069,000f, DPMD | Kab.
evaluasi dan Cirebon
pelaporan Qutput : Terlaksananya monitoring, o Desa 412 412 412 412 412 412 Desa
tentang fasilitas evaluasl dan pelaporan
penyelenggara penyelenggaraan administrasi
an administrasi pemerintahan desa
g:":"““hm Gutcome 1 Jumiah desa yang dmonev | D Desa 412 FTY) 12 412 412 412 Desa
Fasilitasi Input : Jumiah dana 1] 0 50,000,000 55,000,000 65,000,000 85,000,000 255,000,000f DPMD | Kab.
penyelesaian iCirebon|
masalah Output : Terfasilitasinya penyelesaian o Desa o 412 412 412 412 412 Desa
kedesaan masalah kedesaan
Outcome  : Jurlah desa yang difasiitasi [+] Desa [:] 412 412 412 412 412 Desa




Pengesahan dan |Input : Jumiah dana 0 75,000,000 ] 175,000,000 1] 1] 250,000,000, DPMD | Kab.
pelantikan kuwu
terpilih Qutput : Teriaksananya pengesahan o Kuwu 124 0 118 3] [ 242 Kuweu
dan pelantikan kuwu terpikh
Outcome @ Jumiah kuwu yang dilantik o Kuwu 124 0 118 o 1] 242 Kuwu
Evaluasi Perbup {Input ¢ Jumiah dana 1] 0 55,500,000 60,000,000 75,000,000 90,000,000 280,500,000 DPMD | Kab.
tentang jCirebon|
pemerintah desa {Output & Terevaliasinya penerapan o Raperbup o 3 3 3 3 12 Raperbup
Perbup ttg pemerintah desa
Qutcome @ Jumiah Raperbup yang ] Raperbup [ ] 3 3 3 3 12 Raperbup
dievaluasi
11 |Misi ke 6 : Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Program Peningkatan : Meningkatnya kapasitas 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000] 157,576,000 787,880,000
Kapasitas Aparatur aparatur pemerintaty kec.
Pemerintah Kecamatan yg bersih, ber wibawa,
transparan dan akuntabel
Kegilatan : | ]
Forum fasifitasi  {Input : Jumiah dana 0 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 787,880,000, DPMD Kab.
pengelolaan Cirebon
administrasi YA ¢ Mennglatnya kapastes kasi o ratur 120 120 120 120 120 600 ratur
desa bagi pemerintahan kecamatan dan Kec:pn:atan dan K‘:E:m“
fasilitator pendamping desa dalam pendampi dan
kecamatan pembinzan penyelenggaraan nping .
pernerintahan dan pembangunan desa pendamping
desa desa
Outcome ¢ Jumlah aparatur kecamatan dan 1) Aparatur 120 120 120 120 120 600 Aparatur
pendamping desa yg mampu Kecamatan dan Kecamatan
membing aparatur desa dim )
penyelenggaraan administrasi pendamping dan
dasa desa pendamping
desa
Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,
Drs. H M MAT

Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013



S—r

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT

No

Kebijakan Program/
Kegiatan

Sasaran Program/ Kegiatan

Target (%)

Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Urusan

1

2

3

9

10

11

12

14

1

Administrasi Perkantoran

bilitas kinerja Dinas
Ma kat dan Desa

620,565,000

623,910,000

571,220,000

587,000,000

13
625,860,000

Kegiatan :

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Alr dan Listrik

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Komponen
Instalas! Listrik/
Penerangan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Meningkatkan kepuasan

pegawal DPMD dalam rangka

penyelesalan pelaksanaan
kegiatan perkantoran

100

100

100

100

100

187,690,000

187,690,000

187,000,000

187,000,000

187,000,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

7,200,000

7,600,000

7,900,000

8,000,000

8,360,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

22,500,000

25,000,000

27,000,000

28,000,000

30,000,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

27,000,000

29,500,000

30,000,000

33,000,000

35,000,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

1,250,000

2,500,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

259,685,000

250,000,000

200,000,000

210,000,000

230,000,000

Non Urusan




7)

8)

9)

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Penyediaan
Makanan dan
Minuman

Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah

Meningkatkan kepuasan
pegawai DPMD dalam rangka
penyelesaian pelaksanaan
kegiatan perkantoran

100

100

100

100

100

18,120,000

18,480,000

18,700,000

19,000,000

21,000,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

30,140,000

30,140,000

30,140,000

31,000,000

35,000,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

66,980,000

73,000,000

66,980,000

67,000,000

75,000,000

Non Urusan

Program

Sarana | M

ingkatkan ak bifitas kinarja Dinas

dan P A

Masyarakat dan Desa

535,271,000

431,614,000

245,000,000

273,000,000

551,500,000

Kegiatan :

1)

2)

3)

4)

5)

Pembangunan
Gedung Kantor

Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional

Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan

Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional

Meningkatkan kepuasan pegawai
DPMD dalam rangka penyelesaian
pelaksanaan kegiatan perkantoran

Non Urusan

100

275,400,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

109,357,000

125,000,000

120,000,000

132,000,000

145,000,000

Non Urusan

100

100

10,000,000

11,000,000

Non Urusan

100

100

100

100

100

102,564,000

102,564,000

110,000,000

115,000,000

127,000,000

Non Urusan




6) |Pemeliharaan Meningkatkan kepuasan 100 100 100 100 100 10,800,000 14,050,000} 15,000,000 | 16,000,000 | 18,500,000 | NonUrusan
rutin/berkala pegawai DPMD dalam rangka
peralatan gedung penyelesaian pelaksanaan
kantor kegiatan perkantoran
7) |Rehabilitasi 100 100 0 0 100 37,150,000 190,000,000 0 0 250,000,000 Non Urusan
Sedang/Berat
Gedung Kantor
N e i (o ool 28,000,000 9,735,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000
K n;
1) |Pengadaan Pakaian dinas|Meningkatkan kedisiplinan dan 100 100 100 100 100 23,000,000 9,735,000 10,500,000 | 11,000,000 12,000,000| Non Urusan
beserta perlengkapanya |kepuasan pegawai DPMD dalam
rangka penyelesaian pelaksanaan
keglatan perkantoran
2) |Pengadaan Pakaian Khusus 100 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0
Hari-hari Tertentu
A [t s Gups | Pebortyaan skt an Deas 0| 40,000,000 0 0 0
Aparatur
Kegiatan :
1) |Penyusunan Standar meningkatkan kinerja pegawai DPMD 0 100 0 0 0 0 40,000,000 0 0 0| Non Urusan
Operasional Prosadur (SOP) |dalam rangka penyelesaian
Bid.Kepegawaian dan pelaksanaan kegiatan bidang
pemerintahan kepegawaian dan administrasi
Program Peningkatan mnmmblh- kinerja Dinas 2 141,51 133,000 oo 162,500, 0
5 Pengembangan Sistem Pemberdaysan Masyarakst dan Dess 97! 561000 r 2;000 r ro ,5 ] 00 180,000,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan :
1) |Penyusunan Laporan |meningkatkan kinerja pegawai 100 100 100 100 100 11,500,000 15,000,000, 15,000,000 16,500,000 18,000,000  Non Urusan
Capaian Kinerja DPMD yang terukur dalam tertib
dan Ikhtisar Realisasi :s;gﬂidfmvm‘? LK'_’:;‘
: n sebagai wuj
Kinerja SKPD pelaporan capaian kinerja dan

keuangan selama 1 (satu) tahun,




2) |Penyusunan laporan |meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 7,756,000 7,756,000/ 10,500,000/ 11,000,000 12,000,000 NonUrusan
keuangan laporan keuangan i
semesteran semesteran selama 1 (satu)
tahun
3) |Penyusunan meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 5,000,000 7,756,000 10,500,000, 11,000,000, 12,000,000{ NonUrusan
pelaporan keuangan [laporan keuangan akhir
akhir tahun tahun selama 1 (satu) tahun
4) |Penyusunan meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 15,000,000 15,000,000/ 15,000,000/ 16,500,000 18,000,000| NonUrusan
pelaporan capaian  |laporan capaian program
Program dan dan kegiatan triwulan
kegiatan Triwulanan [selama 1 (satu) tahun
5) |Penyusunan Laporan|meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 9,000,000 10,000,000 10,000,000, 11,500,000 13,000,000 NonUrusan
tahunan dinas laporan tahunan dinas
selama 1 (satu) tahun
6) {Monitoring dan meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 16,000,000 16,000,000 16,000,000, 17,500,000 19,000,000| NonUrusan
Evaluasi Program pelaksanaan program dan
dan Kegiatan dinas |kegiatan dinas selama 1
(satu) tahun
6 [froarem Pengembang — *E',mm" 33,000,000 70,000,000, 56,000,000, 78,500,000, 88,000,000
Pembangunan sektoral )
Kegiatan :
1) [Penyusunan Dokumen meningkatkan 100 100 100 100 100 12,000,000 45,000,000, 30,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | NonUrusan
Perencanaan Sektoral- "
RENSTRA, Rencana Kerja Pengembangan Sistem
(RENJA) Dan Perjanjian Kineri2 | Perencanaan Sektoral
(PERIG) selama 1 (satu) tahun
2) |Penyusunan Rencana  |meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 11,000,000 15,000,000| 16,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 | NonUrusan
Kegiatan Anggaran penyusunan Rencana Kegiatan
{RKA)SKPD Anggaran (RKA) SKPD selama 1
(satu) tahun
3) |Penyusunan meningkatian akuntabilitas kinerja 100 100 100 100 100 10,000,000 10,000,000{ 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | Non Urusan
Pembuatan Profil DPMD dalam bentuk akurasi data
dinas dan profil dinas selama 1 (satu)

tahun




RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON
BIDANG sggm., BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
o Kebd;k;? Sasaran Program/ Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) Urusan
'K'::,E_tgn Kegiatan 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 _12 13 14
JUMLAH TOTAL 1,320,980,636 2,791,795,000| 2,907,150,000, 3,431,800,000| 3,900,000,000

1 |Program Peninglatan Meninghkatkan kapasitas lembaga
Keberdayaan Masyarakat |kemasyarakatan desa dalam
Perdesaan pembangunan
Kegiatan :_

1) |Orientasi pengurus Jumiah desa yang 100 100 0 0 0 104,853,000 | 390,000,000 0 0| 0| Urusan
LPMD/K pengurus/anggota LPMD nya Wajib

dilatih

2) |Fasilitasi Penguatan Jumiah TP.PKK tingkat 100 100 100 100 100 571,734,000 722,660,000( 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | yUrusan
TP.PKK desa/kelurahan yang aktif dim Wajib

melaksanakan kegiatan 10
program PKK

3) [Fsilitasi Peningkatan  |Meningkatnya jumiah Posyandu 18 20 23 26 29 118,010,036 | 490,000,000| 500,000,000 | 600,000,000 | 725,000,000 | Urusan
Peran Serta Pokjanal Pumama Wajib
Posyandu ‘

4) [Fasilitasi Bulan Bakti Jumiah desafkel. yang melaksanakan 100 100 100 100 100 242,693,900 240,000,000| 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | Urusan
Gotong Royong kegiatan BBGRM Wajib
Masyarakat (BBGRM)

5) |Pelatihan Kader Jumlah desa yang KPM nya 100 100 100 100 100 58,085,000 390,000,000( 195,000,000 | 375,000,000 | 450,000,000 | Urusan
Pemberdayaan dilatih Wajib
Masyarakat
(KPM)

6) | Pelatihan P3MD Jumlah desa yang 100 100 100 100 100 110,420,700 230,000,000/ 300,000,000 | 390,000,000 | 450,000,000 | Urusan
pengurus/anggota LPMD nya Wajib
dilatih

7) |Penguatan Kapasitas Jumiah desa yang pengurus RT/RW 100 100 100 100 100 115,184,000 329,135,000( 350,000,000 | 490,000,000 | 550,000,000 | Urusan
Lembaga nya dilath Wajib
Kemasyarakatan bagi
RT/RW

8) [Penguatan Kapasitas  |Jumlah desa/kel yang 0 0 100 100 100 0 0| 380,350,000| 395,000,000, 450,000,000/ Urusan
Lembaga pengurus/anggota LPMD/K nya Wajib
Kemasyarakatan bagi dilatih
LPMD/K




RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON
BIDANG US_}_\'HA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
Kebljakan Sasaran Program/ Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)
No Program/ Kegiatan Urusan
Kegiatan_ 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JUMLAH TOTAL 1,550,401,622 | 3,151,654,000 | 3,490,951,060 | 4,920,916,100 | 5,832,916,100

1 :r.qmm ';w,'m ™ '"""'""'.....'— fon e "".‘1‘“':"" 910,191,100 | 1,611,654,000 | 2,317,916,100 | 3,165,916,100 | 3,797,916,100
Pedesaan m.‘ Taborvpa Lemhage
Kegiatan :

1) |Pelatihan keterampilan  [Jumlah BUMDes yang aktif 26 34 30 30 30 73,615,000 390,000,000| 750,000,000 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 | yrusan
manajemen badan usaha Waijib
milik desa (BUMDES)

2) |Pefatihan Keterampilan [Jumiah desa yang kelompok usaha 100 0 0 0 0 251,866,850 0 0 0 0! Urusan
Usaha Industri Kerajinan |industri kerajinannya dilatin Wajib

3) [Administrasi Proyek Meningkatnya jumlah aset SPP PNPM- | 8 0 0 0 0 340,109,250 0 0 0 0| Urusan
PNPM Mandiri MPD Waijib
Perdesaan, untuk 22
UPK, 22-BP-UPK,22
BKAD

4) |Gelar Teknologi Tepat  [Jumlah desa yang menerapkan 100 100 100 100 100 100,000,000 240,800,000| 350,000,000 400,000,000, 550,000,000 Urusan
Guna Tingkat Provinsi  [TTG Wajib
dan Nasional, bentuk
Partisipasi Tk. Propinsi
dan Nasional

5) |Pemberdayaan usaha  |Jumiah desa yang Kelompok usaha 100 100 100 100 100 74,600,000, 180,000,000/ 200,000,000, 298,000,000/ 420,000,000/ Urusan
ekonomi keluarga dan  |ekonomi keluarga dan sektor sy
usaha sektor informal |informainya dibina 1

6) [Pemberdayaan usaha  [Jumia desa yang kelompok usaha 0 100 100 100 100 0| 450,854,000| 497,916,100 497,916,100| 497,916,100 Urusan
ekonomi produktif dan  |ekonomi produktifiya dilatih Wajib
keterampilan masyarakat

7) |Revitalisasi Pos Jumiah desa yang memiliki posyantek 100 0 100 100 100 70,000,000 0| 70,000,000 | 70,000,000 | 80,000,000 Urusan
Pelayanan Teknologi Wajib
(Posyantek)

8) |Pelestarian aset dan Meningkatriya jumiah aset SPP dan 0 8 8 8 8 0| 350,000,000/ 450,000,000, 600,000,000, 750,000,000, Urusan
peningkatan kapasitas  |UEP eks PNPM-MPD Wajib
kelembagaan
pengelolaan program
PNPM-MPd




2 |Peningkstan partisipasi Meningkatkan pembangunan desa, 640,210,522 1,540,000,000f 1,173,034,960| 1,755,000,000| 2,035,000,000
masyarakat dalam potensi desa, dan sumber daya desa
membangun desa
Kegiatan .

1) |Pembinaan kelompok  |Jumiah desa yang kelompok 0 100 100 100 100 0| 260,000,000 | 134,000,000 150,000,000/ 175,000,000 Urusan
masyarakat masyarakatnya dibina Wa j ib
pembangunan desa

2) |Pelaksanaan Jumiah desa yg tepat waktu menyusun 100 100 100 100 100 60,894,800 230,000,000 112,182,400 | 350,000,000 | 400,000,000 | Urusan
musyawarah RPIJMDes, APBDes dan RKPDes Wajib
pembangunan desa

3) |Fasiltasi TMMD dan Jumiah desa |okasi pelaksanaan TMMD 100 100 100 100 100 203,368,272| 450,000,000/ 150,000,000| 200,000,000 | 250,000,000 { Urusan
BSMSS dan BSMSS Wajib

4) |Penyelenggaraan Jumiah desa terbaik tingkat 100 100 100 100 100 227,081,250, 450,000,000 495,000,000/ 500,000,000, 550,000,000 Urusan
Perlombaan Desa kabupaten dan desa terbaik Wajib

tingkat provinsi

5) |Fasilitasi Pemberdayaan [Jumiah desa yang difasilitasi 100 100 100 100 100 148,866,200/ 150,000,000/ 165,000,000, 275,000,000 350,000,000 Urusan
Masyarakat Dalam Wajib
Pembangunan Desa

6) [Peningkatan Kapasitas |Jumiah desafkel yang dibina 0 0 100 100 100 0 0| 116,852,560| 130,000,000 145,000,000/ Urusan
Pemanfaatan Sumber Wajib
Daya Desa/Kelurahan

7) [Fasilitasi Penataan Batas [Jumlah desa yang difasilitasi 0 0 0 100 100 0 0 0| 150,000,000/ 165,000,000/ Urusan

Desa

Wajib




RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Kebijakan Sasaran Program/ Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah)
No P"oﬂramf Kegiatan Urusan
_Kegiatan D 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JUMLAH TOTAL 2,052,008,000 2,568,538,000| 2,884,448,000 2,467,576,000] 2,955,576,000

1 |Program Peningkstan 'H-'--l-':'-‘:.k_--;-x- N BT b 2,052,008,000( 2,568,538,000] 2,884,448,000| 2,467,576,000 2,955,576,000
m:g::" transparsn dan akuntabel ’ '

Kegiatan -

1) |Pelatihan aparatur ;‘}I?;:h desa yang aparatur desanya 100 100 100 100 100 153,832,000 | 350,000,000 | 275,000,000 | 500,000,000 | 650,000,000 | Urusan
s | wajib
keuangan desa

2) Pefaﬁmp:ratu; " f;-,l,:;;h desa yang aparatur desanya 100 100 100 100 100 700,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 828,000,000 | Urusan
peme esa dalam Wajib
bidang manajemen
pemerintah desa

3) |Monitoring, evaluasi dan [Jumlah desa yang dimonev 100 0 100 0 0 116,980,000 0 150,000,000 0 0 Urusan
pelaporan tertang Wajib
fasilitasl pemilihan kuwu

4) g;ﬂa‘l;:(ﬂlmn profil ﬂ;&lm yang memiliki profi 100 100 100 100 100 189,000,000 | 207,900,000 | 249,890,000 | 250,000,000 | 265,000,000 | Urusan

=l Wajib

5) |Penguatan kapasitas Jumlah desa yang anggota BPD nya 100 100 100 100 100 175,720,000 | 500,000,000 | 356,982,000 | 450,000,000 | 550,000,000 | Urusan
grz :;g;ausyawaratan dilatih Wajib

6) |Pelatihan aparatur Jumiah desa yang tepat waktu dalam | 100 100 100 0 0 26,000,000 | 142,393,000 | 150,000,000 0 0 Urusan
pemerintah desa dalam |menyusun Perdes dan APBDes Wajib
penyusunan peraturan di
desa

7) Pernl:kalan persiapan  [Jumiah desa yang ikut pembekalan 100 0 100 0 0 350,000,000 0 385,000,000 0 0 Urusan
penyelenggaraan .
pemilihan kuwu Wajib

8) mﬂme e\fw dan |Jumiah desa yang dimanev 100 100 100 100 100 107,900,000 | 385,169,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 330,000,000 | Urusan

poran ten Wajib
fasilitas penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa




Q) [Fasilitasi penyelesaian  |Jumiah desa yang difasilitasi 0 100 100 100 100 0 50,000,000 | 55,000,000 | 65,000,000 | 85,000,000 Urusan
masalah kedesaan Wajib

10) [Pengesahan dan Jumiah kuwu yang disahkan dan 100 0 100 0 0 75,000,000 0 175,000,000 0 0 Urusan
pelantikan kuwy terpilih | dilantik Waiib |

11) |Evaluasi Perbup tentang [Jumiah Raperbup yang dievaluasi 0 100 100 100 100 0 55,500,000 | 60,000,000 | 75,000,000 | 90,000,000 Urusan
pemerintah desa Wajib

2 [Prosrem P:::::::nu n ngkath o ;_.' v 157,576,000 157,576,000( 157,576,000 157,576,000/ 157,576,000
Kecamatan by transp dan ak bel
Kegiatan :

1) |Forum fasilitas| Jumiah aparater kecamatan dan 100 100 100 100 100 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | 157,576,000 | Urusan
pengelolaan administrasi W"’P:‘;‘ “:; ;gn m;::f‘“ Wajib
desa bagi fasllitator m' nistrasi desa

kecamatan




RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2014-2019
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON
No ';::gﬂ;k:; Sasaran Program/ Target (%) Pagu Indikatif (dalam ribuan rupiah) Urusan
Kegiatan Keglatan 3015 | 2016 | 2017 | 3018 | 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JUMLAH TOTAL 6,204,482,258| 9,758,758,000] 10,242,269,060| 11,853,792,100| 14,057,852,100

1 :::l':l':h:d Y m-m;;-m;m m:;'ﬁtn . 620,565,000{ 623,910,000 571,220,000 587,000,000 625,860,000
|Perkantoran Detn
Kegiatan :

1) |PenvediaanJasa  |Meningkatkan kepuasan 100 100 100 100 100 187,690,000, 187,690,000, 187,000,000 187,000,000 187,000,000 Non
Komunikasi, pegawai DPMD dalam rangka Urusan
Sumber Daya Air | penyelesaian pefaksanaan
dan Listrik kegiatan perkantoran

2) |Penyediaan Jasa 100 100 100 100 100 7,200,000 7,600,000 7,900,000 8,000,000 8,360,000 Non
Pemeliharaan dan Urusan
Perizinan
Kendaraan

3) [Penyediaan Alat 100 100 100 100 100 22,500,000 25,000,000 27,000,000 28,000,000 30,000,000 Non
Tulis Kantor Urusan

4) |Penyediaan Barang 100 100 100 100 100 27,000,000 29,500,000, 30,000,000 33,000,000 35,000,000 Non
Cetakan dan Urusan
Penggandaan

5) |Penyediaan 100 100 100 100 100 1,250,000 2,500,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 Non
Komponen Instalasi Urusan
Listrik/ Penerangan

6) [Penyediaan 100 100 100 100 100 259,685,000 250,000,000| 200,000,000 210,000,000 230,000,000 Non
Peralatan dan Urusan
Perlengkapan
Kantor




7) |Penyediaan Bahan [Meningkatkan kepuasan 100 100 100 100 100 18,120,000 18,480,000/ 18,700,000 19,000,000 21,000,000 Non
Bacaa'per w' dan pegawai DPMD dalam rangka Urusan
aturan
penyelesaian pelaksanaan
Perundang- N
undangan kegiatan perkantoran
8) |Penyediaan 100 100 100 100 100 30,140,000 30,140,000{ 30,140,000 31,000,000 35,000,000 Non
Makanan dan Urusan
Minuman
9) |Rapat-rapat 100 100 100 100 100 66,980,000 73,000,000| 66,980,000 67,000,000 75,000,000 Non
Koordinasi dan Urusan
Konsultasi ke
Luar Daerah
2 ™ ,,;', ,' ka Oiss pecab .f_".‘."'"“'."":“ 535,271,000 431,614,000 | 245,000,000 273,000,000 551,500,000
Aparatur Desa ;
Kegiatan :
1) [Pembangunan |Meningkatkan kepuasan 0 0 0 0 0 o 0 0 Non
Gedung Kantor pegawai DPMD dalam rangka Urusan
penyelesaian pelaksanaan
kegiatan perkantoran
2) |Pengadaan 100 0 0 0 0 275,400,000 0 0 Non
Kendaraan Urusan
Dinas/
Operasional
3) |Pemeliharaan 100 100 100 100 100 109,357,000 125,000,000{ 120,000,000 132,000,000 145,000,000 Non
rutin/berkala Urusan
gedung kantor
4) |Pemeliharaan 0 0 0 100 100 o} 0 0| 10,000,000 11,000,000 Non
rutin/berkala Urusan
mobil jabatan
5) |Pemeliharaan 100 100 100 100 100 102,564,000 102,564,000| 110,000,000 115,000,000 127,000,000 Non
rutin/berkala Urusan
kendaraan dinas/
operasional




6) |Pemeliharaan  |Meningkatkan kepuasan 100 100 100 100 100 10,800,000 14,050,000{ 15,000,000 16,000,000 18,500,000 Non
rutin/berkala pegawai DPMD dalam rangka Urusan
peralatan penyelesaian pelaksanaan
gedung kantor |kegiatan perkantoran

7) |Rehabilitasi 100 100 0 0 100 37,150,000 190,000,000 0 o 250,000,000 Non
Sedang/Berat Urusan
Gedung Kantor

B A | s Porberdeyan Masparsht dun 28,000,000{  9,735,000]  10,500,000] 11,000,000 12,000,000

Desa
Kegiatan :

1) |Pengadaan Pakaian |Meningkatkan kedisiplinan dan 100 100 100 100 100 23,000,000 9,735,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000( Non
dinas beserta kepuasan pegawai DPMD dalam Urusan
periengkapanya  |rangka penyelesaian

pelaksanaan kegiatan

2) |Pengadsan Pakaian 100 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0
Khusus Hari-hari
Tertentu

e sumtes Doye. | pemmbaieyoue eeporset us 0| 40,000,000 0 ) )
| Aparatur Desa
Kegiatan :

1) Penyusunan Standar |meningkatkan kinerja pegawai 0 100 0 0 0 ol 40,000,000 0 0 0 Nom
Operasional Prosadur |DPMD dalam rangka penyelesaian Urusan
(SOP) pelaksanaan kegiatan bidang
Bid.Kepegawaian dan |kepegawaian dan administrasi
ngm;\ Peningkutan -thg‘hthn akuntabilitas kinerja

S5 |Pengembangan Sistem | Dinne Persberdayaun Masyarakat dan 64,256,000 71,512,000 77,000,000 84,000,000 92,000,000
Pelaporan Capaian Desa
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan ;

1) |Penyusunan meningkatkan kinerja pegawai 100 100 100 100 100 11,500,000 15,000,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000 Non
Laporan Capalan |DPMD yang terukur dalam tertib il
Kinerja administrasi penyusunan LKPJ,
dan Ikhtisar LPPD dan LAKIP sebagai wujud
Realisasi Kinerja pelaporan capaian kinerja dan

keuangan sefama 1 (satu)
SKPD tahun.




2) |Penyusunan meningkatkan 100 100 100 100 100 7,756,000 7,756,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000{ Non
laporan akuntabilitas laporan Urusan
keuangan keuangan semesteran
semesteran selama 1 (satu) tahun

3) {Penyusunan meningkatkan 100 100 100 100 100 5,000,000 7,756,000 10,500,000 11,000,000 12,000,000 Non
pelaporan akuntabilitas laporan Urusan
keuangan akhir |keuangan akhir tahun
tahun selama 1 (satu) tahun

4) |Penyusunan meningkatkan 100 100 100 100 100 15,000,000 15,000,000 15,000,000 16,500,000 18,000,000| Non
pelaporan akuntabilitas laporan Urusan
capaian capaian program dan
Program dan kegiatan triwulan selama 1
kegiatan (satu) tahun
Triwulanan

5) |Penyusunan meningkatkan 100 100 100 100 100 9,000,000 10,000,000 10,000,000 11,500,000 13,000,000 Non
Laporan akuntabilitas laporan Urusan
tahunan dinas |tahunan dinas selama 1

(satu) tahun

6) |Monitoring dan |meningkatkan 100 100 100 100 100 16,000,000 16,000,000 16,000,000 17,500,000 19,000,000 Non
Evaluasi akuntabilitas pelaksanaan Urusan
Program dan program dan kegiatan
Kegiatan dinas |dinas selama 1 (satu)

tahun

6 ;,;m," . m“'.; than “ _‘."‘_" "':"_";“ 33,000,000 70,000,000 56,000,000 78,500,000 88,000,000
Pembangunan sekinral |Desa
Kegiatan :

1) [Penvusunan Dokumen | meningkatkan 100 100 100 100 100 12,000,000 45,000,000, 30,000,000 50,000,000 55,000,000 Non
Perencanaan Sektoral- . Urusan
RENSTRA, Rencana keqa | PENGEMbANgan Sistem
(RENJA) Dan Perjanfian | Perencanaan Sektoral
Kineda (PERKIN) selama 1 (satu) tahun

2) |Penyusunan meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 11,000,000 15,000,000/ 16,000,000 17,500,000 20,000,000 Non
Rencana Kegiatan |penyusunan Rencana Kegiatan Urusan
Anggaran Anggaran (RKA) SKPD selama 1
(RKA)SKPD {satu) tahun

3) |Penyusunan meningkatkan akuntabilitas 100 100 100 100 100 10,000,000 10,000,000/ 10,000,000 11,000,000 13,000,000 Non
Pembuatan kinerja DPMD dalam bentuk Urusan
Profil dinas akurasi data dan profil dinas

selama 1 (satu) tahun




T e | Meningkatkan kapasitas lembaga 1,320,980,636{ 2,791,795,000| 2,907,150,000/ 3,431,800,000| 3,900,000,000
"'"“I day kemasyarakatan desa dalam

pembangunan
Kegiatan :

1) |Orientasi pengurus [Jumlah desa yang 100 100 1] 0 0 104,853,000 390,000,000 1] 0 0{ Urusan
LPMD/K pengurus/anggota LPMD nya Wajib

dilatih

2) |[Fasilitasi Penguatan |Jumlah TP.PKK tingkat 100 100 100 100 100 571,734,000 722,660,000 921,800,000 | 921,800,000 | 1,015,000,000 | Urusan
TP.PKK desa/kelurahan yang aktf dim Wajib

melaksanakan kegiatan 10
program PKK

3) |Fasilitasi Meningkatnya jumlah Posyandu 18 20 23 26 29 118,010,036 490,000,000/ 500,000,000 | 600,000,000 725,000,000 | Urusan
Peningkatan Peran |Purnama Wajib
Serta Pokjanal
Posyandu

4) |Fasilitasi Bulan Jumiah desafkel. yang 100 100 100 100 100 242,693,900 240,000,000] 260,000,000 260,000,000 260,000,000 | Urusan
Bakti Gotong melaksanakan kegiatan BBGRM Wajib
Royong Masyarakat
(BBGRM)

5) |Pelatihan Kader  {Jumlah desa yang KPM nya 100 100 100 100 100 58,085,000 390,000,000, 195,000,000 375,000,000 450,000,000 | Urusan
Pemberdayaan dilatih Wajib
Masyarakat
(KPM)

6) | Pelatihan P3MD  |Jumlah desa yang 100 100 100 100 100 110,420,700 230,000,000| 300,000,000 390,000,000 450,000,000 | Urusan
pengurus/anggota LPMD nya Wajib
dilatih

7) |Penguatan Jumiah desa yang pengurus RT/RW 100 100 100 100 100 115,184,000 329,135,000| 350,000,000 | 490,000,000 550,000,000 | Urusan
Kapasitas Lembaga |nya dilatih Wajib
Kemasyarakatan
bagi RT/RW

8) |Penguatan Jumiah desa/kel yang 0 0 100 100 100 0 0| 380,350,000 395,000,000 450,000,000 Urusan
Kapasitas Lembaga | pengurus/anggota LPMD/K Wajib
Kemasyarakatan  |nya dilatih
bagi LPMD/K




| Lombage K

Pedesaan

910,191,100

1,611,654,000

2,317,916,100

3,165,916,100

3,797,916,100

Kegiatan :

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

Pelatihan
keterampilan
manajemen badan
usaha millk desa
(BUMDES)

Jumiah BUMDes yang aktif

26

34

30

30

73,615,000

390,000,000

750,000,000

1,300,000,000

1,500,000,000

Urusan
Wajib

Pelatihan
Keterampilan Usaha
Industri Kerajinan

Jumiah desa yang kefompok usaha
industri kerajinannya dilatih

100

251,866,850

Urusan
Wajib

Administrasi Proyek
PNPM Mandiri
Perdesaan, untuk
22 UPK, 22-BP-
UPK,22 BKAD

Meningkatnya jumiah aset SPP
PNPM-MPD

340,109,250

Urusan
Wajib

Gelar Teknelogi
Tepat Guna Tingkat
Provinsi dan
Nasional, bentuk
Partisipasi Tk.
Propinsi dan
Nasional

Jumiah desa yang menerapkan
TTG

100

100

100

100

100

100,000,000

240,800,000

350,000,000

400,000,000

550,000,000

Urusan
Wajib

Pemberdayaan
usaha ekonomi
keluarga dan usaha
sektor informal

Jumiah desa yang Kelompok usaha
ekonomi keluarga dan sektor
linformalnya dibina

100

100

100

100

100

74,600,000|

180,000,000

200,000,000

298,000,000

420,000,000

Urusan
Wajib

Pemberdayaan
usaha ekonomi
produktif dan
keterampilan
masyarakat

Jumiah desa yang kelompok usaha
ekonomi produktifya dilatih

100

100

100

100

450,854,000

497,916,100

497,916,100

497,916,100

Urusan
Wajib

Revitalisasi Pos
Pelayanan
Teknologi
{Posyantek)

Jumiah desa yang memiliki
posyantek

100

100

100

100

70,000,000

(4]

70,000,000

70,000,000

80,000,000

Urusan
Wajib

Pelestarian aset
dan peningkatan

kapasitas
kelembagaan
pengelolaan
program PNPM-MPd

Meningkatnya jumiah aset SPP dan
UEP eks PNPM-MPD

350,000,000

450,000,000

600,000,000

750,000,000

Urusan
Wajib




@ [Peningkatan partisipasi [Meningkatkan pembangunan desa, 640,210,522] 1,540,000,000} 1,173,034,960( 1,755,000,000{ 2,035,000,000
n;“ﬂ::::;‘::'m :::nsl desa, dan sumber daya
Kegiatan .

1) |Pembinaan Jumiah desa yang kefompok 0 100 100 100 100 0 260,000,000 134,000,000 150,000,000 175,000,000/ Urusan
kelompok masyarakatnya dibina Wajib
masyarakat
pembangunan desa

2) |Pelaksanaan Jumiah desa yg tepat waktu 100 100 100 100 100 60,894,800 230,000,000{ 112,182,400 350,000,000 400,000,000 Urusan
musyawarah menyusun RPIMDes, APBDes dan Wajib
pembangunan desa |RKPDes

3) [Fasiltasi TMMD dan [Jumiah desa lokasi pelaksanaan 100 100 100 100 100 203,368,272] 450,000,000 150,000,000 200,000,000 | 250,000,000 | Urusan
BSMSS TMMD dan BSMSS Wajib

4) |Penyelenggaraan [Jumiah desa terbaik tingkat 100 100 100 100 100 227,081,250, 450,000,000 495,000,000 500,000,000 550,000,000 Urusan
Perlombaan Desa |kabupaten dan desa terbaik Wajib

tingkat provinsi

5) |Fasilitasi Jumiah desa yang difasilitasi 100 100 100 100 100 148,866, 200’ 150,000,000 165,000,000 275,000,000 350,000,000/ Urusan
Pemberdayaan Wajib
Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa

6) [Peningkatan Jumiah desaflel yang dibina 0 0 100 100 100 of 0f 116,852,560 130,000,000 145,000,000 Urusan
Kapasitas Wajib
Pemanfaatan
Sumber Daya
Desa/Kelurahan

7) [Fasilitasi Penataan |Jumiah desa yang difasilitasi 0 0 0 100 100 0 0 )] 150,000,000 165,000,000 Urusan
Batas Desa Wajib

10 ;(a;ltih:l\ll r;m M “;“;m ol 1,894,432,000 2,410,962,000] 2,726,872,000| 2,310,000,000{ 2,798,000,000
Pemerintsh Desa ib paray dan 1
Kegiatan .

1) |Pelatihan aparatur |Jumlah desa yang aparatur desanya 100 100 100 100 100 153,832,000 350,000,000 275,000,000 500,000,000 650,000,000 | Urusan
pemerintah desa  |dilatih Wajib
dalam bidang
pengelolaan
keuangan desa

2) |Pelatihan aparatur |Jumiah desa yang aparatur desanya 100 100 100 100 100 700,000,000 720,000,000 720,000,000 720,000,000 828,000,000 ;| Urusan
pemerintah desa  |dilatih Wajib
dalam bidang
manajemen
pemerintah desa




3) |Monitoring, evaluasi|Jumiah desa yang dimonev 100 0 100 0 0 116,980,000 0 150,000,000 0 0 Urusan
dan pelaporan Wajib
tentang fasilitasi
pemilihan kuwu

4) [Penyusunan profil [Jumiah desa yang memiliki profi 100 100 100 100 100 189,000,000 207,900,000 | 249,890,000 250,000,000 265,000,000 | Urusan
desa/kel. desakel Wajib

5) [Penguatan Jumiah desa yang anggota BPD nya 100 100 100 100 100 175,720,000 500,000,000 | 356,982,000 | 450,000,000 550,000,000 | Urusan
kapasitas Badan  |dilatih Wajib
Permusyawaratan
Desa (BPD)

6) |Pelatihan aparatur |Jumiah desa yang tepat waktu 100 100 100 0 0 26,000,000 142,393,000 | 150,000,000 0 0 Urusan

|pemerintah desa  |dalam meriyusun Perdes dan Wajib
dalam penyusunan |APBDes
peraturan di desa

7) [Pembekalan Jumiah desa yang ilat pembekalan 100 0 100 0 0 350,000,000 0 385,000,000 0 0 Urusan
persiapan Wajib
penyelenggaraan
pemilihan kuwu

8) |Monitoring, evaluasi|Jumiah desa yang dimonev 100 100 100 100 100 107,900,000 385,169,000 | 150,000,000 250,000,000 330,000,000 | Urusan
dan pelaporan Wajib
tentang fasilitas
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa

Q) [Fasilitasi Jumiah desa yang difasilitasi ] 100 100 100 100 0 50,000,000 55,000,000 65,000,000 85,000,000 Urusan
penyelesaian Wajib
masalah kedesaan

10) {Pengesahan dan  [Jumiah kuwu yang disahkan 100 0 100 0 0 75,000,000 0 175,000,000 0 0 Urusan
pelantikan kuwu  |dan dilantik Wajib
terpilih

11) |{Evaluasi Perbup  |Jumiah Raperbup yang dievaluasi 0 100 100 100 100 0 55,500,000 60,000,000 75,000,000 90,000,000 Urusan
tentang pemerintah Wajib
desa

11 [P ‘*?', ke ’ sgkatican kapesit b, 157,576,000] 157,576,000, 157,576,000 157,576,000 157,576,000
P h Ki ber wib dan akuntab
Kegiatan :

1) |Forum fasilitasi Juenish aparabur kecamatan dan 100 100 100 100 100 157,576,000 157,576,000 | 157,576,000 157,576,000 157,576,000 | Urusan
pengelolaan pendamping desa yg mampu membina Waiib
administrasi desa [ 227 <=8 Sn penyelenggaraan .
bagi fasilitator =

kecamatan
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Pergesahan dan: | Input : damish dme r) 75,000,080 [] 175,000,000 o L 75,000,000 L] 10m 750,%60,000] DPMD | Kab.
tpith Toutgat  © Temaras prged Kuwa | 124 o 18 0 (] 124 [] pros Licabo
ﬂ’!uﬂaﬂﬁ'%h{fwwh 1 ° 242
Oufcome ¢ Lt b wa v St ED ] T o ] 124 o 100 ° 242 Kiws
Evoumsl Pertugp | inpix | Ll dme [} o 5,500,000 60,400,000 75,000,060 90,000,000 O 55,500,000 [ FoX Yo ey ey
| perrier W 1 Terevahuminge prepa Raperbu L 3 3 3 3 L] 3 Raperbu,
it thand Parbuty by gemeringah deea " af 100| iz v
— e -
Outcome @ Lemich Raprink yag Raperbup | @ 3 3 3 3 ° 3 9 100 12 Raperbup
11 Misi ke 6 : Mewujusica Gtanan masyarakat dan reformasl sstem siskom berbangsa dan ‘dan babis korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
Sowrag s | Program 157,576,000 157,576,000 157,576,800, 157,576,000 157,576,000 151,852, 400)] 72,113,400/ >5[ 747 400,000
e Kapasitss Aparatur i
oo Pemerintah Kecamatan
e i
pre . ¥y br iy
s woms,
fransparon dat
i
| Negiotan :
Forum fesiitei {1t © Jumiah dans ] 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 157,576,000 151,632,400 72,113,400 o T87400,000| DPMD | Kab.
Cireba
Ot 3 Mot s et o Aparstr 20 120 1z 120 129 1 120 100| 106 170 Aparatr
dese jremarrtaun, J
o] i Kacormatan den Kecammn
kecamamn hy T dan
e wﬂ-w“
Fanatn v 20 120 20
Outcome ¢ o :;;::‘Nh .—uum : ™ 1 [F] 120 120 ] 100 100 120 Apetr
AT fpendarmping dan
dess pendemping
desa
Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon,

Pembina Utama Muda
NIP. 19590401 198603 1 013




Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Cirebon

Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke

Realisasi Capaian Tahun Ke

Rasio Capaian (%) Tahun Ke

1

2

3

4

5

2 3 4

1

3

4

5

1)

(2)

(3)

(9

(5)

(N

(9

(11)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20

1

Meningkatnya akuntabilitas
|kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

Tersedianya kebutuhan penerangan
dan berfungsinya alat elektronik
perkantoran, komunikasi dan
koordinasi serta air bersih dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 tahun

(6
5

5

(8)
5

5

(10)
5

(12) | (13) | (34)
3

100

tersedianya kebutuhan pembayaran
pajak kendaraan bermotor roda 2
dan 4 dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun
dan tidak adanya tunggakan
pembayaran pajak tersebut

22

22

22

22

22

22

22

100

100

100%

tersedianya kebutuhan alat tutis
kantor dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

47

47

47

47

47

47

47

100

100

tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan dalam
rangka menunjang pelaksanaan
[kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

22

22

22

22

22

22

22

100

100

tersedianya kebutuhan instalasi listrik
untuk penerangan dan berfungsinya
alat elektronik perkantoran dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

12

12

12

12

12

12

12

100

100

100%

tersedianya kebutuhan Peraiatan dan
Perlengkapan Kantor dalam rangka
menunjang petaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

{

20

20

20

20

20

20

100

100

100%

satu) tahun
tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

100

100
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100%

tersedianya kebutuhan biaya untuk
makan dan rminum bagi para tamu
kedinasan dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

250

250

250

250

250

106

106

42

42

100%

terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu)
fahun

154

154

154

154

154

154

154

100

100

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

terlaksananya pembangunan
gedung kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

100%

(satu) tabun

terlaksananya pengadaan

kendaraan dinas roda 2 (dua)

dan roda 4 (empat) dalam

rangka menunjang pelaksanaan

keglatan pelayanan perkantoran
) tahun

100

100%

terpeliharanya gedung kantor
secara berkala dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

100

100

100%

terpefiharanya kendaraan roda 4
(empat) secara berkala dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100%

terpeliharanya kendaraan dinas
roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
secara berkala dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1
(satu) @hun

22

22

22

22

22

22

22

100

100

100%

terpeliharanya peralatan gedung
kantor secara berkala dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

terlaksananya rehab sedang/berat
gedung kantor dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan
pelayanan perkantoran selama 1

(saty) tahun

100
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Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

terpenuhinya kebutuhan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
bagi pegawai DPMD dalam
rangka menunjang:pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100

100

terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus
hari-hari tertentu bagi pegawai DPMD
dalam rangks menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran selama 1
(satu) tahun

100

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

tersusunnya dokumen Standar
Operasional Prosedur (SOP) bidang
kepegawaian dan administrasi
pemerintahan dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan

pelayanan perkantoran selama 1

100

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD
dan LAKIP dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan
keuangan semesteran dalam
rangka menunjang pelaksanaan
keglatan pelayanan perkantoran

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan
keuangan akhir tahun dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran
selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan
capaian program dan kegiatan
triwuian dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen laporan tahunan
dinas dalam rangks menunjang

P 1 Keg ey
perkantoran selama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan dinas
dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran selama 1

(satu) tahun

100

100

30




Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

100%

tersusunnya dokumen Rencana
Jangka Menengah (RENJA),
Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan
RENSTRA dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran sefama 1 (satu) tahun

100

100

100%

tersusunnya dokumen Rencana
Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD
dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan pelayanan
perkantoran selama 1 (satu)
tahun

100

100

tersusunnya profil dinas dalam
rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan pelayanan perkantoran

Meningkatnya kapasitas
lembaga kemasyarakatan
desa dalam pembangunan

100

100

selama 1 (satuy) tahun
Jumiah desa yang pengurus/anggota
LPMD nya dilatih

160

252

160

252

100

100

Jumilah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif
dim melaksanakan kegiatan 10
program PKK

424

424

424

424

424

424

424

100

100

100%

Meningkatnya jumiah Posyandu
Purnama

461

538

615

692

769

729

738

158

137

100%

Jumiah desafkel. yang melaksanakan
kegiatan BBGRM

424

424

424

424

424

424

424

100

100

Jumiah desa yang KPM nya
dilatih

42

252

50

34

34

12

252

100

100

100%

Jumilah desa yang
pengurus/anggota LPMD nya
dilatih

160

61

61

61

69

160

100

100

100%

Jumiah desa yang pengurus RT/RW
nya dilatih

102

74

120

58

102

74

100

100

100%

Jumiah desa/kel yang
pengurus/anggota LPMD/K
nya dilatih

190

117

117
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Meningkatnya perekonomian 100% Jumnlah BUMDes yang aktif 50 175 96 45 46 13 175 26 100
masy. yg kuat melalul
pengemb. potensi Bumdes dan
Pengemb. Lembaga Ekonomi 100% Jumlah desa yang kelompok usaha 26 0 0 0 0 26 0 100 0
Masyarakat industri kerafinannya dilatih
100% Meningkatnya jumiah aset SPP dan 32 0 0 0 0 35 0 109 0
UEP PNPM-MPD
100% Jumiah desa yang menerapkan 2 2 2 2 2 0 2 0 100
T7G
100%  |Jumiah desa yang Kelompok usaha 40 18 20 20 20 40 18 100 | 100
ekonomi kejuarga dan sektor
informalnya dibina
100% Jumlah desa yang kelompok usaha 0 80 80 80 80 0 80 0 100
ekonomi produktifnya dilatih
100% Jumiah desa yang memiliki 1 0 1 1 1 1 0 100 0
posyantek
100% Jumtah aset SPP dan UEP eks PNPM- 0 45 50 55 60 0 75 4] 167
MPd
Meningkatkan pembangunan 100% Jumilah desa yang kelompok 0 412 412 0 0 0 412 0 100
desa, potensi desa, dan masyarakatnya dibina
sumber daya desa
100% Jumiah desa yg tepat waktu menyusun 68 412 412 412 412 68 412 100 100
RPJMDes, APBDes dan RKPDes
100% Jurnlah desa lokasi pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 2 100 100
TMMD dan BSMSS
100% Jumiah desa tarbaik tingkat kabupaten 7 7 7 7 7 7 7 100 100
dan desa terbaik tingkat provinsi
100% Jumiah desa yang difasilitasi 412 412 412 412 412 412 412 100 100
100% Jumiah desafkel yang dibina 0 0 424 424 424 0 0 0 o
100% Jumiah desa yang difasilitasi 0 0 0 412 412 0 0 0 0
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10 |Meningkatnya kapasitas aparatur 100% Jumiah desa yang aparatur desanya 412 412 412 412 412 412 412 100 100
pemdes yg bersih, berwibawa, dilatih
transparan dan akuntabel
100%  [lumiah desa yang aparatur desanya 412 | 412 412 412 412 412 412 100 | 100
il
100% Jumiah desa yang dimonev 124 0 118 0 0 124 0 100 1]
100% Jumiah desa yang memiliki profil 80 80 40 112 112 80 80 100 100
desafkel
100% Jumlah desa yang anggota BPD nya 80 120 30 88 94 80 120 100 100
dilatih
100% Jumiah desa yang tepat waktu dalam 115 145 152 0 0 115 145 100 100
menyusun Perdes dan APBDes
100% Jumiah desa yang ikut pembekalan 124 0 118 0 ] 124 0 100 0o
100% Jumlah desa yang dimonev 412 412 412 412 412 412 412 100 100
100% Jumlah desa yang difasilitasi 0 412 412 412 412 0 412 0 100
100% Jumiah kuwu yang dilantik 124 0 118 0 0 124 0 100 0
100% Jumiah Raperbup yang dievaluasi 0 3 3 3 3 0 3 0 100
11 |Meningkamya kapasitas 100% Jumiah aparatur kecamatan yg 120 120 120 120 120 120 120 100 100
aparatur pemerintah kec. mampu membina aparatur desa
Dan pendamping desa yg dim penyelenggaraan
bersih, ber wibawa, administrasi desa
transparan dan akuntabel
Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,
Drs. H. MEM CHMAT
Pembina Utama Muda

33

NIP. 19590401 198603 1 013




Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon
!No Uralan An da Tahun ke- Reslisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | Rata-reta P pmmhuh
1 2 3 4 5 1 ;r 3‘ 4 5 i 2 3 4 5 !E"“ i
| 1| 2 3 4 £l [3 Fd [ F7 11 iz 13 id a5 15 Fd
JBELANJA DAERAH 8,812,014,121 9,985,624,400 8,580,700,830| B8,981,187,189 97 20 13 (g]
" |BELANDA TIDAK LANGSUNG 2,60€,046,000 2,899,662,000 2,634,701,293| 2,634,791,293 101 o 11 (10)
IBEI.AN.‘!A LANGSUNG 6,205,068,121 7,085,962,400 5,945,909,537 &,3‘6,9_95,806 96 20 14 @)
1. {Program P Administrasi 620,864,943 443,198,100 545,057,787 349,632,226 38 7 129} 10}
Periantoran
Penyediaan Jasa K ikasi, Sumber Daya 187,690,400 165,600,000 128,586,787 89,458,526 69 54 113 [E)
Alr don Listrik N——
Penyediaan Jasa Pemelit dan 7,200,000 7,599,000 4,556,000 6,942,100 83 o1 G )
Perizinan Kendaraan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 272,500,000 20,795,600 22,500,000 20,795,600 100 100 [0 0
{Penyediaan Barang Cetakan den 27,000,000 28,150,000 27,000,000 29,150,000 100 100 8 0
Penggandaan
penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 1,250,000 2,500,600 1,250,000 2,500,000 100 100 300 )
Penerangan
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 259,684,543 90,000,600 246,975,000 86,000,000 95 [ 3] 7
p nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 18,120,000 14,910,000 17,120,000 14,910,060 94 100 (18) ]
enyediaan Makangn dan Minurman 30,140,000 27,063,500 30,140,000 27,063,500 100 100 {10 [
pat—n:pat Koordinasi dan Konsultasi ke 66,980,000 85,580,000 66,930,000 72,812,500 100 85 28 15
2. [Program Peningkatan Sarana dan 538,271,304 235,276,500 512,907,000 227,646,500 96 97 {56} 1
iPrasarana Aparatyr
[Pengadaan Kendaraan Dinas/Op ional 275,400,000 0 263,930,000 4] 96 [+] {100) (100)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 106,357,304 123,812,500 106,822,000 123,112,500 ] [T) 13 2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 102,564,000 102,564,600 94,248,000 95,624,000 922 93 0 1
Dinas/Qperasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 10,800,000 §,900,000 10,800,000/ 8,900,000 100 100 {i8) 0
17,150,000 0 37,047,000 0 100 0 (100) (100}
3. jProgram Py gl Dislplin Ap 28,585,000 9,735,000 27,885,000 9,735,000 98 100 (66) 3
Pengadaan Pakaian Dinas beserta 23,635,000 9,735,000 22,935,000 9,735,000 97 100 (59) 3
iPerfenakapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari 4,950,000 of 4,950,000 0 100 0 (100) (100)
0 20,000,000 o[ 38,700,000 [ [32 160 100
[} 48,000,000 0 38,700,000 0 o7 300 100
64,255,500 71,511,000 64,255,500 70,436,600 100 (3 11 @
11,500,000 15,000,000 11,500,000 15,000,000 100 100 ) 0
Penyusunan Laporau Keuangan 7,755,500 7,755,500 7,755.500! 7,755,500 100 100 o 0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 5,000,000 7,755,500 5,000,000 7,755,500 100 100 55 0
Tahun
Penyusunan Pelaporan Capadan Program 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,315,600 100 05 ° )
jdan Kegiatan Triwulan
Penyusunan Laparan Tah Badan $,000,000 10,000,000 9,000, 000| 10,000,000 100 100 11 )
[Monitoring dan Evaluasl Program dan 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,600,000 100 o8 ) [6)
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Permusyawaratan Desa

162,950,00‘0T

% |Program Pengembangan Sistem 33,000,000 65,000,000 32,167,600 65,000,000 97 100 97 3
Penyusunan Dakumen Perencenaan 12,000,000 40,000,000 11,168, 40,000,000 93 100 233 7
{Penyusunan Rencana Kagiatan Anggaran 11,000,900 15,000,000 10,999, 15,000,000 100 100 3% 0
{RKA) SKPD
Penyusunan Pembuatan Profit Badan 10,009,000 10,000,000 10,000,000] 10,000,000 100 100 o [
7 [Program Peningkatan Keberday 1,320,981,408 2,303,145, 200 1.306,469,700]  2,291,030,200 ) % 7a 0
[Masvargkat Padesaan
Orientasi Pengurus LPMD/K 104,852,800 380,350,000 104,852,800 378, 500,000 100 100 263 {0)
Fasilitasi Penguatan TP. PKK 571,734,972 572,660,000 565,318,500 568,630,000 99 ) ° 0
Fasilitas) Peningkatan Peran Serta Pokjanal 118,010,036 476,000, 00¢ 115,371,800 474,770,000 [ 100 308 2
Fasilitasi Bulan Bakt: Gotong Royeng Masyarakat 242,693,500 200,000,600 241,276,900 196,220,000 [T] o8 (18) 1)
Yy
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyaraiat 38,085,000 380,000, 00( 56,015,000[ 379,370,000 96 00 554 3
Pelatihan P3MD 110,420,700 130,000,00¢ 1:0,420,70_0* 129,585,000 100 00 18 ©
Lembaga Kemasyarakatan 115,184,000 164,135, 20¢ 115,184,000 163,885,200 100 00 o ©)
b Lemb: 910,191,100 1,233,025,200 677,070,100] 778,409,200 % 63 35 (34)
[Ekonomi Pedessan
Pelatihan Keteramplian Manajemen Badan 73,615,000 406,625,000 61,195,000 383,380,000 a3 o4 452 13
Usaha Milik Desa
Pelatihan Keterampilan Usaha Industri 251,866,850 0 251,491,850 [} 100 [ (200) {100y
fKerajinan
Pembinaan Administrasi Proyek PNPM 340,109,250 0 334,679,250 ] o8 o (100) (106)
iMandiri Perdesaan
Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat 100,000,000 244,010,000 98,212,000 216,980,000 28 3] 144 )
Provinsi dan Nasional
Pemberdayaan Usaha Ekanomi Keluarga 74,600,000 178,650,600 61,492,000 178,049,200 82 100 139 21
dan Usaha Sektor Informal
Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi 70,000,000 70,600,000 70,000,000 0 100 [*] [ (100)
(Posyantek)
Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas 0 333,739,600 [} 333,042,600 [ 100 100 100
1 pengelolaan program PNPM-
MPd
¥ |Program Peningkatan Partisipasi 540,210,522 1,534,216,000 570,022,050 1,425,689,770 89 93 140 4
Masyarakat dalam Memb Desa
fPembinaan Kelompok Masyarakat 0 268,484,000 0| 254,440,000 [ o4 100 100
Pelak Musy I Pembangunan 50,894,800 234,732,000 48,361,000 223,932,000 79 o5 285 20
Desa
[Fasiltasi TMMD dan BSMSS 203,368,272 430,000,000 162,533,600] 425,695,270 80 % 111 24
fPenyelenggaraan Perombaan Desa 727,081,250 450,000,000 225,091,250] 386,782,500 100 7] % [F)]
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam 148,866,200 150,000,000 133,136,200 134,820,000 a9 90 1 0
{Pembangunan Desa
10{Pr g Peningh Kap Ap 1,894,432,000 1,075,992,000 1 98 43 ]
[pemerintah Desa ' 1,856,422,400| 1,056,713,000 )
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 153,832,000 300,992,000 151,454,000 300,632,000 100 96 1
IBHang Pengelolaan Keuangan Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam 700,000,000 250,000,000 700,000,000 47,584,000 100 ] {64) (1)
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
jMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang 116,980,000 0| 116,980,000 0 100 [] (100) (100)
Fasilitasi Pemilihan Kuwu
{Penyusunan Profil Desa/Keiurahan 189,000,000 200,000,000 176,954,400 192,870,000 94 96 [ 3
{Penguatan Kapasitas Badan 175,720,000 100,000,000 91,640,000 o3 (5] [75)) m
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Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa 26,000,000 10G, 000,000 26,000,000 99,300,000 100 99 285 (1)
dalam Bidang Penyusunan Peraturan di
Desa
iPembekalan Persiapan Penyelenggaraan 350,000,000 O* 341,904,000 0 98 0 (100) {100y
Pemilihan Kuwy
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang 107,900,000 106,000,000 105, 180,000{ 100,006,000 97 100 @ 3
Fasifitasi Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa
pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih 75,000,000 0 75,000,000/ Q 100 a (100) (100)
Fasilitasi Penyel Masalah Keds g 25,000,000 of 24,667,000 ° (1) 100 100
-—%—- o e Ve 155 3863 r

" =;m;u1mh Kecamatan - A 74,863,400 151,652,400 72,113,400 % {52} []
Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrast 157,576,344 74,863,400 151,652,400 72,113,400 96 73 53 )
Desa bagl Fasilitator Kecamatan

Sumber, 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,

. H. MEM T
Pembina Utama Muda
NIP, 19590401 198603 1 013
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI CIREBON,
TTD
SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Tlll.

YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 14 , SERI E.12



BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2014-2019, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
Dokumen ini merupakan penjabaran Visi, Misi Dinas PMD dan program kerja
Dinas PMD yang merujuk kepada Visi dan Misi dan program kerja Kepala Daerah
yang tertuang melalui Rencana Pembangunan Daerah  (RPIMD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019.

Sebagai sebuah rencana pembangunan, RENSTRA ini akan bermanfaat
manakala seluruh Stakeholder pembangunan mempunyai Visi yang sinergis
dengan Visi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas PMD adalah sebagai mitra dan
pemandu masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa guna mewujudkan masyarakat Nabupaten Cirebon yang
agamis, maju, adil, sinergi dan sejahtera (AMANAH).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ini, tentunya masih banyak
kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatiah
kami harapkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,
TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS kAERAH KABUPATEN CIREBON,
L7 A
YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 14 | SERI E.12
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